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ABSTRAK

Penelitian ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan:
bagaimana metode istinbat hukum yang dipakai oleh Bahsul Masail PWNU Jawa
Timur dalam memutuskan tentang akad nikah melalui cyberner dan bagaimana dasar-
dasar keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur dalam memutuskan akad nikah
melalui cybernet?. Data penelitian ini, dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks
(tex reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-content analysis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode istinbgt hukum yang dipakai
oleh Bahsul Masail PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tentang tidak sahnya
akad nikah melalui cybernet adalah metode bermazhab secara gauliy (tektual) yaitu:
mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup salah satu empat
mazhab. Dalam hal ini bermazhab kepada Imam Syafi’i

Selain itu, terungkap bahwa dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Bahsul
Masail PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui
cybernet atau sesamanya kecuali disiasati dengan akad wakalah yang telah
dinyatakan sah adalah bersumber dari kitab-kitab fikih yang bermazhab kepada Imam
Syafi’i sehingga secara otomatis sumua amal perbuatan, perkataan dan ketetapannya
lebih bercorak kepada mazhab Syafi’i. Sementara dasar-dasar hukum yang bersumber
dari kitab-kitab fikih bermazhab lain, misalnya mazhab Imam Abu Hanifah tidak
disebutkan, dimana mazhab ini mengakui keesahan akad nikah melalui cybernet atau
sesamanya tanpa disiasati dengan akad wakalah.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, bagi siapa saja yang ingin menikahi seorang
perempuan, sedangkan dia dan perempuan itu berada didua tempat yang berbeda,
yang berjauhan dan salah satunya atau keduanya tidak dapat hadir dalam satu tempat
maka sebaiknya akad keduanya dapat dilakukan dengan model mazhab Syafi’i yaitu
akad nikah melalui cybernet yang disiasati dengan akad wakalah. Bila ternyata masih
kesulitan maka akad keduanya dapat dilakukan dengan model mazhab Abu Hanifah
yaitu akad nikah melalui cybernet tanpa disiasati dengan akad wakalah, disertai
dengan bukti-bukti dari instansi resmi terkait, supaya tidak disalahgunakan, maka
disini peran pemerintah sangat dibutuhkan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan berbagai macam pemberian
fasilitas demi untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya, bahkan sejak dia
masih dalam kadungan sampai dia lahir tumbuh berwujud manusia sempurna.
Pemberian fasilitas tersebut adakalanya berupa harta (mal) yang berlimpah, fisik
(badan) yang sehat, keturunan atau keluarga (rasal) yang baik, akal yang normal,
kedudukan yang tinggi «dan agama . yang benar (agama Islam). Semua ita
merupakan pemberian dari Allah yang harus dijaga, dipelihara sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh Allah yaitu sesuai dengan magqasidusy syari’ah.

Disamping itu, kebutuhan manusia ada yang berupa kebutuhan primer yang
disebut ad-Dararivat, kebutuhan sekunder yang disebut al-Hgjiyat dan
kebutuhahan penunjang/pelengkap yang disebut at-Tahsinat/al-Kamaliyat. Hal
ini terjadi, karena didasarkan atas kondisi keadaan setiap orang itu berbeda-beda

yang berdampak adanya hukum yang berbeda-beda pula.

e PR /o’az,’o’°a,/o’° d{/ 2o {0 ‘{:
ALy 26 Vpally J-N1 OGNy oU3Y) s pSSY et

“Perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman, tempat,

2}

situasi adat dan niat”.

' Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Yakarta, PT. Raja rafindo,Persada,
Cetakan [II, 1997), 36



Perubahan masa, tempat, keadaan, adat dan niat inilah yang memicu
adanya sebuah perbedaan dan perdebatan dikalangan fugaha’ sehingga
menghasilkan produk hukum yang berbeda, misalnya produk hukum Imam Abu
Hanifah berbeda dengan produk hukum Imam Syafi’i, Imam Malik, Imam
Ahmad dan lainnya, kemudian dari perbedan ini memunculkan juga adanya
beberapa aliran yang disebut dengan mazhab. Hal ini juga tidak lepas dari
perbedaan metode yang mereka pakai dalam membuat Istinbat hukum.

Terjadinya perbedaan dikalangan fugaha’ ini sudah dapat kita rasakan
sampai sekarang, hal ini dapat kita lihat dalam karya-karya tulisannya, misalnya
karyanya Abdur Rahman Al-Jaziri yaitu Kitab al-Fighi 'Ala Mazahib al-Arba'ah
dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari jika Bahsul Masail PWNU
Jawa Timur menghasilkan keputusan yang berbeda dengan keputusan syaikh
Adil ad-Damari, keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan lainnya
mengenai akad nikah melalui cybernet.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Pernikahan adalah
suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk
berkembang biak dan melestarikan kehidupan atau pernikahan merupakan
persyaratan dalam membentuk keluarga yang Islami (berdasarkan agama Islam).
Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta

dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai



suami istri dalam ikatan rumah tangga.

Disamping itu, pernikahan adalah suatu ikatan atau perjanjian antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dapat berhubungan seks

(memenuhi kebutuahan jasmani) yang awalnya diharamkan lalu dengan nikah

itu, hukum haram berubah menjadi halal, karena pada dasarnya, seorang laki-laki

diharamkan melakukan hubungan atau bergaul dengan seorang perempuan

(hubungan seks).

h o /o:r G Ao o & - ,”oz°z PP AP _:’ P . "o 47
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“Hukum asal berhubungan (seks) antara laki-laki dan
perempuan adalah 'haram: sehingga ada sebab syar’i yang
menetapkan kehalallannya yaitu terjadinya akad yang sah”.?

Masalah ini ditanggapi yang sama oleh Ahmad Gandur dalam bukunya al-

Ahwal as-Syahksiyah fi at-Tasyri’ al-Islamiy:

P

“Nikah adalah akad (ikatan/perjanjian) yang menimbulkan
kebolehan (halal) bergaul atau berhubungan seks antara
laki-laki dan perempuan...”}

Dari sedikit uraian datas, berarti pernikahan tidak hanya untuk kebutuhan

jangka pendek semata (sesaat) yaitu kebutuhan biologis (seks) maupun materi,

tetapi pernikahan juga untuk kebutuhan jangka panjang yaitu kebutuhan nasal

? Muhammad Abii Zahrah, Muhadarat fi ‘Aqdiz Zawdj wa asarihi, (Darul Ittihadul ‘Arabi,t.t), 200
3 Amir Syarifuddin, Hukum di Indonesia antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan

(Jakarta, Pernada Media, Cet.Il, 2007), 39



dan agama  (bertahan  hidup  berkelanjutan membentuk  suatu
keturunan/memperbanyak umat untuk kepentingan agama). Hal ini dapat diambil

pemahami dari firman Allah dan hadfs Nabi-Nya:

P N R - °,{o o’:’r.n 2 ol {g} Sy o &
%J)Ley)f\}ywq‘.&al»gg:ﬂ\r&)ljm\u»L;Jinglg
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“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari
padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya
Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak”.’

ik 5 55 s 45

“| Nikahilah, perempuan yang peryayang dan subur, karena

aku akan menjadi umat yang paling banyak dengan kalian.

(HR. Abi Daud, 2052)”.°

Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti, dan
terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan
kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.
Kemudian peraturan-peraturan tersebut dibentuk undang-undang atau diformalkan
oleh pemerintah disuatu Negara, misalnya di Negara Indonesia dibentuk Undang-
Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta ketentuannya dalam Kompilasi
Hukum Islam. Keduanya ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik
dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat Indonesia begitu juga di Negara lain.

* Ibid 44-46
5 Abu Daud, Sunan Abi Daud, Al-Maktabah As-Syamilah Ver. 1.0. tt.



Pemerintah mengharap agar undang-undang yang telah dibentuknya dapat
menjadi pijakan hukum yang memadai bagi setiap orang yang akan melaksanakan
akad nikah. Namun dalam praktik pelaksanaan akad nikah yang berlaku
dimasyarakat, ternyata banyak muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad
(mengandung kontroversi) dan belum diatur secara spasifik sehingga hal ini
menimbulkan masalah yang belum terselesaikan dan memerlukan penanganan
khusus. Hal ini menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah dan para pakar
hukum terutama yang berada di instansi pemerintah, yang dianggap menjadi
panutan (pemimpin) bagi semua lapisan rakyat, agar kepastian hukum dapat
teralisasikan dengan baik tanpa ada kontaminasi dari pihak manapun yang

menyebabkan bingungnya rakyat dan tidak adanya kepastian hukum.

ladl Lo iy e sty Ofa

.

“Tindakan Seorang pemimpin pada rakyatnya itu harus

membawa kemashlahatan”. ¢

<0 S0~

Dy gl o W s ] Lo L 7055 0 pUe [
“Tidak ada wewenang bagi Imam (pemimpin/pemerintah)
untuk mengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan
dasar-dasar hukum yang berlaku”.’
Artinya, pemerintah dalam memutuskan sesuatu atau bertindak harus

berdasarkan undang-undang yang berlaku (peraturan yang jelas tanpa

mengandung kontroversi) yang berpihak pada kemaslahatan rakyat. Misalnya,

§ Imam Jaluddin as-Suyuti, 4I-Asybh wan nazdir, (Rembang Sarang, Al-Ma’had ad-Din al-Anwir,
t.t), 134
7 Nazar Bakri, F igh dan Ushul Figh,(Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan III, 1996), 114



akad nikah melalui cybernet yaitu antara wafa Suhami sebagai calon istri
berdomisili di Jeddah dan Ahmad Jamil sebagai calon suami berdomisili di AS
sedang kuliah, yang diputuskan sah oleh syaikh Adil ad-Damari sebagai
mu zinnya.

Keputusan ini dikomentari yang sama oleh Syaikh Muhammad an-Najimi,
salah seorang anggota Dewan Fikih Islam (Majma' al-Figh al-Islami) Saudi
Arabia juga menilai hukum pernikahan model baru ini adalah boleh dan sah.
Misalnya yang lain, akad nikah melalui media telepon yang ditetapkan dan
diputuskan sah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan status hukumnya
dikukuhkan dengan dikeluarkannya surat Putusan No. 1751/P/1989, namun
putusan ini tetap dianggap riskan. Kabarnya, Mahkamah Agung menegur hakim
yang memeriksa perkara tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan preseden
yang tidak baik.® Praktik yang sama juga terjadi, yaitu akad nikah antara
pasangan Syarif Aburahman Achmad berada di Pittsburgh, Amerika Serikat dan
Dewi Tarumawati berada di Bandung, Indonesia pada 4 Desember 2006 silam.’

Hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sirojuddin
Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah melalui teknologi pada Maret 2007 silam.
Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di aula kampus

Oxford University, Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon,

§ Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,(Jakarta, Kencana, 2004), 2
® “Nikah Jarak Jauh Via “Teleconference”, http.://www.pikiran-rakyat.com, (5 Des 2006)



Indonesia ketika akad nikah dilangsungkan.'

Akad semacam itu secara khusus belum ada aturannya dalam undang-
undang. Oleh karenanya, kemudian masalah ini menjadi perhatian besar bagi
PWNU Jawa Timur yang dipolopori para kyai untuk diangkat dan dimunculkan
dalam Bahsul Masail yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Usymuni Tarate
Pandian Sumenep Madura, Dengan menghasilkan keputusan yang berbeda yaitu
memutuskan tidak sah dan menyatakan pernikahan tersebut harus diulang."

Sedangkan praktik akad nikah pada masa Nabi dan para Salafus salih yang
kita jumpai, terutama dimasa mazahib al-arba’ah masih menggunakan teknologi
tradisional, misalnya; bagi orang-orang yang normal/tidak ada ‘gwarid
(halangan), masyaqqah (kesulitan) dan darar (bahaya) seperti keduanya bisa
berbicara, bisa hadir maka akad nikahnya diucapkan secara langsung di majlis
akad, dan bagi yang tidak normal/ada ‘awarid (halangan), masyagqah (kesulitan)
dan darar (bahaya) seperti orang yang bisu, salah satu kedua belah pihak yang
melakukan akad tidak bisa hadir, maka akad nikahnya dapat diucapkan dengan
melalui isyarah, kitabah (tulisan), dan seorang utusan atau tawkil, yakni
pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai

pria) berhalangan untuk melakukannya ."

10 “Inggris-Cirebon Bersatu Dalam Pernikahan”, http://www.pikiran-rakyat.com, (26 Maret 2007)

! Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa T:mur di Pondok Pesantren Al Usymuni Tarate Pandian
Sumenep Madura tentang akad nikah melalui cybernet tanggal 10-11 Rajab 1430 H/ 03-04 Juli 2009
2 Muhammad Husain 'Az-Zahabi, Asy-Syari’ah al-Islamiyyah Dirasah Mugaranah baina Mazahib

ahlis Sunnah wa Mazihib al-Ja fariyyah, (Mesir, Dar al-Kutub al-Hadis, 1968), 59-60



Fenomena yang penuh kontroversi dan kontemporer seperti ini sangat
menggelitik untuk dikaji dan dikomentari oleh para pakar hukum keluarga Islam
di Indonesia. Karena praktek akad nikah jarak jauh dengan menggunakan media
teknologi modern ini belum pernah dijumpai pada masa sebelumnya yaitu di
masa Nabi dan Salafus salih, kemudian akad nikah semacam ini diputuskan
“tidak sah dan harus diulang” oleh Bahsul Masail PWNU Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada
bagian sebelumnya, penulis hanya mengajukan dua masalah dari Keputusan
Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui cybernet tersebut,
yaitu:
1. Bagaimana metode istinbat hukum yang dipakai oleh Bahsul Masail PWNU

Jawa Timur dalam memutuskan akad nikah melalui cybernet

2. Bagaimana dasar-dasar Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang

akad nikah melalui cybernet

C. Kajian Pustaka
Masalah akad nikah dalam Islam, sesungguhnya telah banyak dibahas,
terutama oleh kalangan para ulama’ fikih, hanya saja bahasan mereka masih
berkenaan dengan akad nikah yang pernah terjadi dimasa Nabi maupun

sesudahnya terutama dimasa mazahib al-Arba’ah. Sedangkan akad nikah melalui
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serta tidak boleh menurut kalangan Syafi'iyah selama belum ada kekuatan
hukum tetap dari hakim. Namun Satria Effendi M. Zein mempunyai
kecenderungan mengambil pendapat kalangan Hanafiyah dan Hanabilah yang
membolehkan praktik semacam ini, karena beliau berpendapat bahwa praktik
perkawinan perlu mengikuti perkembangan zaman.

Oleh karena sepanjang penelusuran penulis, tidak ada satupun karya tulis
yang secara khusus membahas tentang hasil keputusan Bahsul Masail PWNU
Jawa Timur mengenai tidak sah (harus diulang) akad nikah melalui cybernet,
maka penulis berkeyakinan bahwa keaslian karya tulis ini dapat

dipertanggungjawabkan.

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut Keputusan Bahsul
Masail PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui cybernet. Secara khusus
penelitian ini bertujuan untuk mengungkap:
1. Metode istimbat hukum yang dipakai oleh Bahsul Masail PWNU Jawa Timur
dalam memuputuskan akad nikah melalui cybernet
2. Dasar-Dasar Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang akad

nikah melalui cybernet
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E. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini diharapkan berguna dan memberi sumbangsih pemikiran bagi

Mahasiswa sebagai Generasi intelektual yang sedang menggeluti ilmu hukum

baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah pemikiran Hukum
Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang baru-baru ini muncul
dan tejadi di masyarakat mengenai akad nikah melalui cybernet, serta dapat
dijadikan perbandingan dalam menyusunan penelitian selanjutnya.

2. Dari aspek terapan (praktis) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan,
bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif,
khususnya bagi penegak hukum, praktisi hukum dan mahasiswa yang
menekuni bidang hukum dan sebagai stimulus yang berakibat pada
pembaharuan perundang-undangan di bidang hukum keluarga Islam Indonesia
agar hukum yang kita pakai senantiasa mengikuti dan bergerak secara dinamis

sesuai dengan pergerakan dan perkembangan zaman modern.

F. Definisi Operasional
Mengingat penelitian ini berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap
Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur Tentang Akad Nikah Melalui

Cybernet” maka untuk menghindari kesalah-pahaman pembaca terhadap judul
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tersebut, maka perlu dijelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian

ini, yaitu:

1. Studi Analisis, maksudnya adalah penelitian ilmiah yang dilakukan dengan
menyelenggarakan  penyelidikan terhadap obyek penelitian untuk
mengungkap keadaan yang sebenarnya, baik duduk perkara maupun
sebabnya ."

2. Hukum Islam, maksudnya adalah Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan
atas al-Qur ‘an, al-Hadiis, serta keterangan dari ijtihad ulama’ mutaqaddimin
(konvesional) dan mutaakhirin (modern), khususnya ulama’ pengikut
mazahib al-Arba’ah.

3. Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui
cybernet, maksudnya adalah hasil keputusan musyawarah Bahsul Masail
PWNU Jawa Timur yang diadakan di Pondok Pesantren Al Usymuni Tarate
Pandian Sumenep Madura tentang akad nikah melalui cybernet, tanggal 10-
11 Rajab 1430 H/ 03-04 Juli 2009 M .

4. Akad nikah melalui cybernet, maksudnya adalah akad nikah antara laki-laki
dan perempuan yang dilakukan didua tempat yang berbeda dan berjauhan
dengan melalui perantara sambungan alat tegnologi modern yang disebut
cybernet.

5. Cybernet, maksudnya adalah internet yang terhubung melalui proyektor LCD.

13 http://pusatbahasa diknas.go.id/kbbifindex.php, (18 April 2008)
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Berdasarkan uraian di atas, maka fokus pembahasan ini adalah uraian
berdasarkan ketetapan dalam Qur’an dengan lebih rinci pada hadis Nabi SAW
dan ijtihad para ulama’ terhadap keputusan musyawarah Bahsul Masail

PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui cybernet.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun
karya tulis ini sebagai berikut :
1. Data yang Dikumpulkan
Sesuai  dengan , permasalaban . yang  diajukan  penulis  di, bagian
sebelumnya, maka data yang hendak dikumpulkan adalah data-data yang
berkenaan dengan keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang akad
nikah melalui cybernet, dasar-dasar yang dipakai serta metode istimbat hukum
yang dipakainya
2. Sumber Data
Untuk memenuhi data seperti yang disinggung di atas, maka upaya
pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab penelitian ini meliputi:
a. Sumber primer, yaitu keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur
tentang akad nikah melalui cybernet, tanggal 10-11 Rajab 1430 H/ 03-04
Juli 2009 M.

b. Sumber sekunder, yaitu kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer,
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buku yang menyinggung tentang perkawinan Islam dan lain sebagainya.
Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan diantaranya:
1) Abdur Rahman Al-Jaziri, Kitab al-Figh 'Ala Mazahib al-Arba'ah.
2) Muhammad Ali as-Sabiiniy, Rawai 'ul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min
al-Quran.
3) Muhammad Amin Syahir bin Abidin, Ruddul Mukhtaar ‘Ala ad-Daril
Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar.
4) Wahbah Zuhayliy, Al-Figh al-Islamiy wa adillatuh.
5) Muhammad Husain Az-Zahabiy, Asy-Syari’ah al-Islamiyyah Dirasah
Mugaranah baina Mazahib ahlis Sunnah wa Mazahib al-Ja fariyyah.
6) Fraksi Fathil Wahhab 06 PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Hadza min
Ziadati Kumpulan Ibaratm.
7) As-Sayyid as-Sabiq, Figh as- Sunnah.
8) M. Zein, Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam
Kontemporer.
9) Akram Rida, Qawa’id Takwin al-Bait al-Muslim, Mesir, Dar at-Tauzi’.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, Penulis membaca dan
menelaah Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang akad nikah
melalui cybernet yang diperoleh langsung dari kantor PWNU Jawa Timur.

Selain itu, untuk memperdalam ketajaman studi analisis ini, penulis juga
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membaca dan menelaah kitab, buku maupun tulisan baik melalui media
internet maupun perpustakaan yang secara umum berkenaan dengan
pernikahan Islam di samping yang secara khusus berkenaan dengan akad
nikah melalui cybernet.
4. Teknik Analisis Data
Teknik atau metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis
data-data tersebut yaitu:

a. Metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk
memperoleh gambaran secara utuh, jelas dan apa adanya tentang keputusan
Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui cybernet,
serta menganalisisnya berdasarkan data-data yang terkumpul sehingga
dapat menyimpulkannya dalam satu frase pemikiran yang utuh.

b. Metode content analysis, yaitu metode analisis yang diarahkan pada materi
atau teks yang terdapat pada keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur.
Metode analisis semacam ini menekankan pada materi yang terdapat pada
sumber data primer.” Yaitu memaparkan gagasan-gagasannya tentang
keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur mengenai akad nikah melalui
cybernet. Metode ini untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan

karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis."

' Soejono dan Abdurrahman, Bentuk Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan (Jakarta: Rineka
Cipta, 1999) 13
" Ibid.
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H. Sistematika Pembahasan

Dalam karya tulis ini, penulis menyajikan hasil studi analisis mengenai
Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang akad nikah melalui
cybernet dalam bentuk bab demi bab, yang terdiri dari lima bab.Bab-bab tersebut
adalah sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini mengenai Nikah Menurut Hukum Islam yang meliputi
pengertian nikah, nas-nas mengenai pensyari’atan nikah, hukum nikah, rukun,
syarat nikah, cara- cara akad nikah dan hikmah nikah.

Bab III, bab ini merupakan permasalahan yang dibahas yaitu Keputusan
Bahsul Masail PWNU Jawa Timur Tentang Akad Nikah Melalui Cybernet.

Bab IV, bab ini merupakan Analisis Mengenai Keputusan Bahsul Masail
Pwnu Jawa Timur Tentang Akad Nikah Melalui Cybernet.

Bab V, bab ini merupakan Penutup, yaitu meliputi kesimpulan yang
didapat dari hasil studi analisis ini, berikut saran yang hendak disampaikan oleh

penulis.



BAB II

KERANGKA KONSEPSIONAL

A. Pengertian Nikah

Nikah menurut arti bahasa (s ) berarti “setubuh” dan (;..AJ‘) berarti
“menghimpit”, atau “menindih” atau “berkumpul”, dan secara majazi disebut
(1)) berarti mengadakan perjanjian nikah karena nikah itu penyebab
diperbolehkannya (s 4!). Sedangkan nikah menurut golongan Hanafi secara
hakikat memiliki arti (1 ,) dan secara majaz memiliki arti (4is)V) sebagaimana
arti menurut bahasa. Menurut golongan syafi’i dan Maliki yang yang arjah
(terkuat) nikah secara hakikat memiliki arti (Aix}l) sedangkan secara majaz
memiliki arti (;J: ,J‘), pengertian ini berlawanan dengan pengertian secara bahasa.

Dan menurut golongan yang lain, nikah tergolong kata musytarak (memiliki arti

ganda) antara arti (-ial) dan (b 41).

Nikah menurut istilah fugaha, terjadi perbedaan mengenai ta’rif
(definisinya), antara lain:

1. Golongan Hanafiyyah mendifinisikan:

° 20 ° s0 ° ,o'.°,° B ° ER
S0 Lolae) &) e iy 10a &Rl ol 205 A S, 2

]

U e el el aa
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"Nikah itu adalah akad yang bertujuan untuk menguasai atau
memiliki mut’ah dengan artian si laki menguasai budu’
(kemaluan perempuan yang ditentukannya) dan seluruh
tubuhnya untuk dinikmatinya".

2. Golongan Syafi'iyyah mendefinisikan:

Wlae o g5 of 2K} il eby e ey is wl S
3yl 3L ¢ UsYl el ade (52 & 51l

"Nikah adalah akad yang mengandung hak watha' dengan
lafaz nikah atau tazwij atau kata yang semakna dengan dua
kata tersebut dengan artian, akad tersebut berakibat hak
mengambil manfaat dengan menikmatinya”.

3. Golongan Malikiyyah mendefinisikan:

Bom g ) Oy il g el g Lisih SLIE Ao pa 1S e O

"Nikah adalah akad atau perjanjian untuk memiliki manfa’at
terhadap budu’ dan seluruh tubuh istrinya...”'®

4. Golongan Hanabilah medefinisikan:

"Nikah adalah akad (dengan memakai) lafaz nikah atau tazwij
berfungsi dapat bersenang-senang/menikmati (wanita)”. '’

'* Abdur Rahman Al-Jaziri, Kitab al-Figh 'Ala Mazahib al-Arba'ah, Juz IV, (Beirut, Dar al-Kutub al-
‘Iimiyyah, 1990), 7-8
"7 Ibid. 8
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B. Dasar-Dasar Nash Pensyari’atan Nikah
Nikah disyari’atkan berdasarkan al-Quran, al-Hadis dan al-ljma’ ulama'.
Berikut ini adalah dasar-dasar nash dari a/-Quran dan al-Hadis yang memiliki

kandungan pensyari’atan nikah:

o‘fvz”rz PrYS ol,ar zo’o /’.g’o o)’f’z °.’ - 0 -
G Sy G S B ) \wrﬂyu‘uswj
(VY 2 ) OSGE ( ca¥ ells p B 150 35

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya,
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum: 21)

t_\,,,;\b,wguswr_{luwmf&,u

“...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi;
dua, tiga atau empat”(QS. An-Nisa' :3)

oSS0 05 5e e Cdlalty 258 T 5SS,

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan...” (0S. An-Nir:32)

o, o2

Jad) {adl & & = S r-<“ § o AN Y
’ o/o 0~ /’o)/o‘/
&Lz-_, p()ﬁjbmc’n.“edajcﬂyl

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang
sanggup untuk biaya nikah dan kewajibannya, maka
menikahlah sebab nikah dapat memejamkan mata dan
memelihara farji (kehormatan). Dan barangsiapa yang tidak



sanggup maka berpuasalah, karena (puasa) ltu (adalah
sebagai) penahan baginya”. (HR.Bukhariy No1215). '

b o (g e (e U g e ) 86
50 \)Jmu\,luz”{\f 3",’;.;\L.,bru, NP ‘\;.t’,\,.n i5Ge
Jlsfﬁbjuau,ermbﬁ;.url.ﬁ \:51:;‘;..3\ ’°'
Gl Yy Al U 25T 36 duf g 9:\;\,( G ‘..a.w
41;:»\;1;4»1 Ty clod u.\,‘fo,,sm;u\ I G 25T U6,

) P:t.’;&-ﬁ ‘;t Wiy G187 S 4 ;.;.U\ 206 Ly

85 s s &_3}@ 383, &’f 3 il ¢l T vy

(L.SJL"J“’)’ )u‘"‘w‘l’u“u‘

“Ada tiga kelompok orang mendatangi rumah_istri-istrinya
Nabi Saw menanyakan perihal ibadahnya, lalu ketika mereka
memberitahu Nabi, seolah-olah meremehkan ibadahnya
kemudian mereka berkata: Bagaimana keadaan kita,
dibandingkan Nabi yang telah diampuni dosa yang terlewatkan
dan mendatang. Salah satu diantara mereka berkata: Saya
selalu melakukan sholat malam, yang lain berkata: saya selalu
berpuasa selama setahun tanpa berbuka dan yang lain
berkata: saya menghindari perempuan dan tidak akan menikah
selama-lamanya, kemudian Rosulullah datang dan berkata:
kalian orangnya yang telah berkata demikian, demi Allah saya
orang yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa
diantara kalian, sedangkan aku shalat, aku tidur, aku puasa,
aku berbuka, aku menikahi wanita, maka barangsiapa yang
membenci sunnahku bukanlah termasuk
umatku” (HR. Bukhariy).”’

22 u;’ Py 2 8.y
o o S b 3055501555

'8 Imam Bukhariy, Sah# al- Bukhariy, (Maktabah at-Turas al-Islamiyah, t.t), hal:145

¥ Ibid.

20
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“Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena
aku akan menjadi umat yang paling banyak dengan
kalian.” (HR. Abu Daud No. 2050). %

C. Syarat dan Rukun Nikah
Para fugahd’ terutama Mazahib al-Arba'ah terjadi perbedaan mengenai
syarat dan rukun nikah baik dari sisi jumlah maupun dari sisi status apa termasuk
syarat atau rukun, berikut ini akan diterangkan mengenai pendapat-pendapatnya.
1. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Mazhab Maliki
a. Syarat nikah menurut Mazhab Maliki:

1) Sigar (ijab dan kabul), syaratnya menggunakan /afaz khusus seperti

(&a g,..._i,') atau (W=-3;) sementara kabul tidak harus dengan Jafez
khusus seperti (cdd), (cww,), (wis) dan (cwif) dan tidak
disyaratkan terucap seperti (\g>'y; >\ <L3) sebagaimana
pendapatnya Imam syafi’i, tidak boleh menggunakan kata selain
(SSYY) dan (=2 57Y) sebab berdasarkan pendapat yang kuat nikahnya
tidak sah. [jab kabul harus berkesinambungan dan segera ( J ,nJl) Bila
terpisah antara ijab dan kabul namun hanya sebentar maka tidak

mengapa, semisal terpisah dengan khutbah pendek. Kemudian tidak

boleh dibatasi oleh waktu, dan bila terjadi, maka nikah termasuk nikah

%0 Abu Daud, Sunan Abi Daud,( Al-Maktabah As-Syamilah Ver. 1.0. tt )
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mut'ah yang telah diharamkan pelaksanaannya dan tidak mengandung
khiyar (pilihan) atau syarat yang menyalahi akad.

2) Wali, syaratnya ada delapan yaitu; laki-laki, merdeka, sehat akal,
balig, tidak dalam keadaan ihram, beragama Islam, tidak bodoh.
Apabila dia bodoh tapi mempunyai penglihatan dan akal, maka
kebodohannya tidak membatalkan hak perwaliannya dan hak
memaksa putrinya, dan dia tidak fasik.

3) Mabhar, syaratnya antara lain; barang yang berhak dimiliki secara
syara’, misalnya: akad tidak sah bila mahar yang diberikan adalah
khamr, babi, bangkai atau barang vang tidak sah diperjualbelikan
menurut syar'i seperti anjing. Bila akad itu dilakukan dengan mahar
barang-barang tersebut, maka nikahnya tergolong nikah fasad (rusak)
dan wajib difasakh (dicabut/batal) sebelum hubungan intim terjadi.
Bila hubungan intim terlanjur terjadi, maka si suami wajib
memberikan mahar mis?iy (mas kawin yang umum dikalangan
masyarakat).

4) Saksi, syaratnya adalah wajib keberadaannya akan tetapi kehadirannya
dihukumi sunnah, tidak wajib pada saat pelaksanaan akad, bila tidak
ada seorang saksi maka ketika dukhul wajib menghadirkan dua saksi.

Bila dukhul terjadi tanpa dua saksi, maka pernikahan tersebut harus



23

JSasakh dan jatuh talak ba'in. Karena tidak adanya penyaksian menjadi
penyebab terbukanya pintu zina.

Kesaksian boleh berupa syahddatul abdad (saksi silang), dan
akad yang terjadi sah, misalnya: seorang wali berakad dengan seorang
laki-laki tanpa saksi, lalu keduanya berpisah. Kemudian si wali
menemui dua orang yang hendak ia jadikan saksi dengan cara
menyatakan kesaksiannya atas terjadinya akad seperti: “Aku bersaksi
pada kalian bahwa aku telah mengawinkan si Fulan dengan si
Fulanah”. Di tempat lain, si laki-laki dengan wali tersebut bertemu
pula dengan dua orang yang hendak ia jadikan saksi dengan cara
menyatakan kesaksiannya atas terjadinya akad dengan kalimat seperti:
“Aku bersaksi pada kalian bahwa aku dikawinkan dengan si Fulanah”.
Bila hal ini terjadi, namun orang yang dijadikan saksi oleh si wali dan
si suami adalah orang yang sama, maka akad juga sah. Tapi kesaksian
tidak lagi bernama syahadatul abdad. Dan jumlahnya cukup dengan
dua orang saja, bila pada perkawinan yang akadnya tanpa saksi,
kemudian si suami melakukan dukhul kepada istrinya tanpa saksi,
maka jatuh had zina atas keduanya.

5) Kedua mempelai, disyaratkan bagi keduanya terbebas dari larangan
melakukan perkawinan, semisal: bagi calon istri tidak sedang ihram,

bukan istri orang, tidak sedang iddah. Dan bagi keduanya tidak
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mempunyai hubungan baik hubungan darah, susuan dan hubungan
mertua.”!
b. Rukun nikah menurut Mazhab Imam Maliki
Rukun nikah menurut Mazhab Imam Maliki terdiri dari lima
perkara, pertama; wali dari pihak perempuan artinya pernikahan tidak sah
tanpa wali, kedua; harus ada as-Sadaq (mahar) tapi penyebutannya tidak
disyaratkan ketika akad, ketiga; ada calon suaminya, keempat; calon istri
terbebas dari larangan syari’at, seperti; ihram dan iddah, kelima,; sigat.
Jadi, sebuah akad perkawinan haruslah terdiri atas ‘@gidain (dua
pelaku akad); yakni calon suami dan wali si perempuan, magq'id alaihi
(obyek yang diakadkan); yakni si perempuan dan mahar, sekalipun tidak
disebutkan, karena mahar adalah sebuah kelaziman dalam sebuah
perkawinan dan yang terakhir adalah sigat khusus yang dengannya akad
sebuah perkawinan diwujudkan menurut syari’at Islam.??
2. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Mazhab Hanafi
a. Syarat nikah menurut mazhab Hanafi:
1) Sigat, syaratnya pertama, memakai /afaz khusus, baik sarih (kata
yang jelas) yaitu; (’cia), (CS}) atau kinayah (kata kiasan).
Sedangkan apabila memakai lafaz kinayah, maka disyaratkan lafaz

tersebut terucap disertai niat dan maksud untuk menikahkan, serta

2bid., 24- 26
2 Ibid.. 16-17
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ada garinah (petunjuk) yang mengarah pada pernikahan tersebut.
Dan para saksi disyaratkan pula paham terhadap maksud /afaz
kinayah tersebut. Kedua, sigat (ijab kabul) harus dilakukan dalam
satu majlis bukan majlis muta’aqidain (majlis kedua pihak yang
berakad) karena syarat irtibat (hubungan/ikatan/satu majlis) adalah

kesatuan waktu.?

Sedangkan mengenai ittihadul majlis (satu majlis) terdapat dua
penafsiran: Penfsiran pertama, bahwa yang dimaksud dengan ittihadul
mayjlis adalah ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang
terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua
jarak waktu secara terpisah. artinya ittihadul majlis (satu majlis). Dan
pngertian ittihadul majlis semacam ini diambil dari pendapat mazhab
Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan akad nikah dengan melalui
surat.

Penafsiran kedua, bahwa yang dimaksud dengan ittihadul majlis
adalah kesinambungan antara ijab dan kabul, sekaligus harus
mewujudkan pemenuhan tugas dua orang saksi. Karena menurut
pendapat ini, kedua saksi harus mampu melihat dengan mata
kepalanya bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua

pelaku akad. Dan pengertian ittihddul majlis semacam ini diambil

¥ Al-Zuhayliy, Figih al-Islam Wa adillatuh
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dari pendapat mazhab Imam Syafi’i yang mengharuskan kesaksian
harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran secara langsung
(secara fisik).2*

Ketiga, tidak terdapat perselisihan antara konteks ijab dan kabul,
misalnya; Seorang wali mengucapkan akad, “Aku nikahkan engkau
dengan putriku dengan mahar 1000 dirham”, lalu si calon suami
menjawab, “Aku terima nikahnya, dan aku tidak menerima mahar
sejumlah itu”, maka akad seperti ini tidak sah. Keempat, sigat akad
harus bisa didengar oleh kedua pelaku akad, harus ada kepastian
bahwa kedua pihak pelaku akad mendengar /gfaz masing-masing
secara hakikat (berbentuk suara bila si pelaku akad hadir) atau secara
tertulis (bila si pelaku akad gaib). Karena status pembacaan tulisan
akad itu dapat menggantikan/menduduki status khitgb (sama
kekuatannya dengan ucapan akad yang dihadiri para pihak), dan sigat
akad tidak boleh terikat batasan waktu, misalnya; bila seorang laki-laki
mengucapkan, aku nikahi kamu sebulan dengan mahar sekian, lalu si
perempuan menjawab, aku kau nikahi, maka nikanya batal, dan ini
adalah nikah mut'ah.

2) Pelaku akad, syaratnya antara lain; berakal maka tidak sah akadnya

orang gila atau anak kecil, balig, merdeka, calon istrinya sedang

24 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,(Jakarta, Kencana, 2004), 3-6
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dalam keadaan halal dinikahi, misanya: tidak sedang berakad dengan
orang lain, tidak dalam keadaan iddah, tidak berstatus sebagai istri
orang lain, suami dan istri disyaratkan jelas identitasnya, misalnya;
seorang bapak mempunyai dua putri, lalu ia menikahkan salah satu
putrinya tanpa menyebutkan nama, maka akad seperti ini tidak sah.
Kecuali bila salah satunya sudah menikah, maka yang dimaksudkan
tentu putrinya yang belum menikah.

3) Saksi, syaratnya minimal dua orang saksi bila hanya satu orang maka
nikahnya dihukumi tidak sah, tidak harus laki-laki, tapi sah bila
saksinya satu laki-laki disertai dua perempuan. Hal ini karena sebuah
perkawinan tidak sah bila disaksikan dengan dua perempuan saja,
karena itu harus ada seorang laki-laki yang menyertai dua perempuan
itu, dan tidak disyaratkan saksi tidak sedang ihram. Maka akad tetap
sah bila saksi sedang ihram. Saksi secara personal harus memenuhi
lima syarat, yaitu: berakal, balig, merdeka, keempat beragama Islam.
Dan perlu diketahui bahwa saksi dihadirkan untuk menyaksikan dua
hal yaitu: keberadaan akad dan isbat.

Kesaksian dapat dilakukan oleh orang buta, orang fasik
maupun bapak dan anak. Tapi kesaksian untuk pengisbatan nikah
tidak dapat dipenuhi oleh orang-orang tersebut di atas, dan harus

dilakukan oleh orang lain, misalnya bila seorang laki-laki
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mewakilkan nikahnya pada orang lain, maka si wakil yang
melakukan akad ini dapat dianggap merangkap sebagai saksi (saksi
isbat akad), dan si wali dapat dianggap merangkap sebagai saksi
pula (saksi keberadaan akad) maka akad semacam ini sah.
Sedangkan syarat kelima, yaitu: saksi harus mampu
mendengar ucapan akad kedua pihak. Maka kesaksian orang tidur
yang tidak dapat mendengarkan ucapan ’aqidain dihukumi tidak sah,
sedangkan kesaksian orang bisu selama mereka mendengar dan
paham dihukumi sah. Para saksi tidak disyaratkan paham terhadap
lafaz akad secara khusus, selama mereka mengetahui bahwa yang

sedang mereka dengar adalah /afaz yang dimaksudkan untuk akad.
Pernikahan orang arab sah dengan saksi orang ‘gjam (non arab),
selama mereka mengerti /afaz ijab kabul. Bahkan kesaksian orang
mabuk atas sebuah akad dianggap sah, bila ia tahu yang sedang ia
saksikan adalah akad.

Khiyar dalam Pernikahan bukan merupakan syarat. Akad tetap
sah walau ada perasaan tidak suka dari suami atau istri. Pernikahan
mempunyai sifat yang sama seperti perceraian dan memerdekakan
budak, tidak membutuhkan kerelaan dan kesungguh-sungguhan. Jadi

akad dianggap sah walau dilakukan dengan bercanda.”

5 Al-Jaziri, Kitab al-Figh 'Ala Mazahib al-Arba'ah 17- 21
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b. Rukun nikah menurut mazhab Hanafi
1) ljab, yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau orang yang
mewakilinya.

2) Qabul, yaitu lafaz yang diucapkan oleh calon suami atau yang
mewakilinya.

3) Keterikatan antara ijab dan kabul.

3. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Imam Syafi'i
a. Syarat nikah menurut mazhab Imam Syafi'i:

1) Sigat, syaratnya ada tiga belas seperti dalam sigar jual beli, antara lain:
Tidak ada ta’lig (menggantungkan nikah dengan sesuatu yang lain),
misalnya “Aku nikahkan kamu dengan putriku bila kamu memberiku
rumah”, maka akad semacam ini tidak sah. Tidak boleh terikat dengan
waktu misalnya “Aku nikahi kamu selama sebulan”, maka akad ini
tidak boleh karena tergolong nikah mut'ah. Tambahan syarat yang
membedakan sigat jual beli dengan sigat akad nikah yakni keharusan
pemakaian lafaz (z=7) atau (Clga‘\). Tapi pemakaian dua lafaz
tersebut tidak boleh dalam bentuk mudari’, karena mengandung unsur

janji di dalamnya. Tapi bila kata tersebut ditambah keterangan waktu
semisal (0¥ s} Ll ;1) maka boleh. Boleh pula jika memakai bentuk

isim /&7l disertai kata taukid semisal: (5~ &> 4 5 (3}). Karena hakikat

isim fa 7/ pada kalimat ini tidak mengandung unsur janji.
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Sah akad dengan bahasa asing, sekalipun saksi mengerti bahasa
Arab, dengan syarat selama para saksi paham maknanya. Sigar tidak
boleh memakai kalimat tidak sarih seperti: (¢l 4= y) dan semisalnya.

Sekalipun kalangan Hanafiyah dianggap sah, tetapi menurut kalangan
Syafi'iyah tidak sah, dan harus berupa kata (z=2)5) atau (¢ \S5), tidak
pula dengan kinayah, sebab kinayah membutuhkan niat, sedangkan

niat adalah hal yang abstrak. Adapun kata kabul, maka haruslah
dengan ucapan seperti: (4>!y) 44 J3), atau (4> )f). Tapi bila yang

diucapkan (-J3) saja lalu diam maka tidak sah dan kabul boleh

mendahului ijab,

Wali, syaratnya antara lain; kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan,
laki-laki maka tidak sah bila perempuan ataupun khunsa (berkelamin
ganda), ada hubungan mahram, balig, berakal maka tidak sah bila
walinya orang gila, adil maka tidak sah bila walinya fasik, tidak
mapjir (terhalang wali lain), tidak buta, tidak berbeda agama,
merdeka, bukan budak.

Kedua mempelai, syarat untuk suami antara lain; bukan mahram si
perempuan maka tidak sah bila ada hubungan baik hubungan darah,
nasab, martua maupaun susuan dengan si calon istri, kehendaknya
sendiri maka tidak sah bila dipaksa, mu'ayyan (identitasnya jelas).

Syarat untuk istri antara lain; bukan mahram si laki-laki, mu'ayyan
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(identitasnya jelas), terbebas dari halangan nikah, semisal: sedang
iddah atau berstatus istri orang lain.

4) Para saksi, syaratnya antara lain; berjumlah dua, bukan budak, bukan
perempuan dan bukan orang fasik, wali tidak bisa merangkap sebagai
saksi walaupun ia memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Ini berlawanan
dengan pendapat kalangan Hanafiyah, dan disunnahkan saksi dalam
keadaan rela dan tidak terpaksa, sehingga tidak ada pengingkaran

terhadap adanya akad.?®

b. Rukun nikah menurut Mazhab Imam Syafi'i

Rukun nikah menurut mazhab Imam Syafi'i ada lima, yaitu: calon
suami, calon istri, wali calon istri, dua saksi dan sigat. Dan adapula
pendapat yang menganggap bahwa dua saksi adalah syarat bukan rukun,
dengan beralasan bahwa keberadaan dua saksi itu keluar dari hakikat

akad.”

4. Syarat dan Rukun Nikah Menurut Mazhab Hambali

a. Syarat nikah menurut mazhab Hambali:

1) Ta'yin (penentuan/kepastian calon suami atau istri). Namun bila tanpa
ada fa'yin padahal si wali mempunyai lebih dari satu putri, maka tidak
sah. Penyebutan sifat atau nama untuk membedakan calon suami atau

istri adalah sebuah keharusan untuk mencapai keabsahan akad.

2 Ibid. 21- 23

7 Ibid. 17
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Mengenai kalimat ijab, mazhab ini sepakat dengan pendapat mazhab
Syafi’i, tapi untuk kalimat kabul cukup dengan kata (<l3) atau

(<=2 ). Tidak disyaratkan melengkapi kalimat kabul seperti pendapat

mazhab Syafi’i. Kabul tidak boleh mendahului ijab. Disyaratkan
berkesinambungan antara ijab kabul, bila terputus dan terpisah maka
akad tidak sah. Tidak diwajibkan menggunakan bahasa Arab selama
bahasa yang dipakai untuk makna ijab dan kabul dan tidak boleh
menyampaikannya dengan isyarat, kecuali bagi orang bisu, dan isyarat
yang disampaikan dapat dipahami.

2) Ada kemauan dan kerelaan dari kedua pihak wali,

3) Wali, syaratnya yaitu: laki-laki, sehat akal, balig, merdeka, beragama
yang sama, lurus agamanya dan paham atas akad tersebut.

4) Para saksi, syaratnya yaitu: berjumlah dua orang, laki-laki, balig, sehat
akal, adil, tidak mesti merdeka, mampu berbicara, muslim, mampu
mendengar (tidak boleh orang tuli, kafir), bukan dari keluarga bergaris
keturunan ke atas dan ke bawah, tidak harus mempunyai penglihatan.

5) Tidak ada halangan syar'i antara si laki-laki dan si perempuan dalam

melangsungkan pernikahan.?®

BIbid. 23- 24
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D. Cara-Cara Melakukan Akad Nikah
Akad nikah memiliki beberapa cara yang berbeda-beda, yaitu:

1. Akad nikah dengan melalui ‘ibarat (bersuara) yaitu mijab mengucapkan kata
‘ijab dan qabil mengucapkan kata kabul, keduanya tidak diperbolehkan pindah
dari akad dengan melalui 'ibarat kepada akad dengan melalui yang lain
selama keduanya mampu, misalnya akad nikah dengan melalui kitabah
(tulisan/tanpa suara), isyarah, baik itu dilakukan sendiri maupun penggantinya
atau wakilnya,”® meskipun tulisannya jelas terbukti dan isyarahnya dapat
dipahami karena /afaz (ucapan) tersebut pada dasarnya mengungkapan
keinginannya dan keinginan itu tidak dapat dipaksakan kecuali pada saat
terpaksa (mendesak). Oleh karenanya, para saksi akan kesulitan
mendengarkan ucapan ‘agidain yang terdapat dalam tulisan tersebut.>

2. Akad dengan cara meminta sesuatu, akad semacam ini hukumnya tidak sah,
berbeda dengan akad jual beli, misalnya; seandainya ada seorang perempuan
berkata kepada seorang lelaki: “saya menikahkan kamu terhadap diri saya
dengan sejumlah uang seratus dinar”.

3. Akad nikah dengan melalui isyarah, misalnya orang bisu. Mengenai orang
bisu ini ada yang dapat menulis dan ada yang tidak dapat menulis. Jika orang
bisu tersebut tidak dapat menulis maka isyarahnya yang dapat memberi

pemahaman terhadap makna akad dianggap cukup dan terjadi (sah). Hal ini

¥ Muhammad Husain Azahabi, Asy-Syari'ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah baina mazahib ah-
lissunnah wa mazahib al-Ja 'fariyah, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadis, 1968), 59- 60
30 Wahbah Zuhayliy, Al- Figh al-Islamiy wa adillatuh, (Al-Maktabah as-Syamilah Ver. 1.0, tt )
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telah disepakati diantara para ahli fikih. Akan tetapi jika orang bisu tersebut

dapat menulis maka terdapat dua riwayat yaitu:

a. Tidak sah akad nikahnya, karena akad nikah dengan melalui tulisan itu
lebih jelas dari pada akad nikah dengan melalui isyarah petunjuk yang
diinginkannya.

b. Akad nikahnya sah, karena tujuan akad nikah dianggap sudah berhasil
dengan melalui isyarah.

Riwayat pertama itu lebih unggul dan berhati-hati, inilah pendapat
yang kuat dalam mazhab Hanafi dan telah dipraktikkan pada masa

sekarang.®! Menurut mazhab Hanafi:
" e Ol &g A e S

“Tulisan dari seorang goib (tidak hadir) sama
kedudukannya dengan khjtab (ucapan) dari orang yang
hadir”.

3 LEYH e Jlaz=Y1 e Al g oV N Je AV (3 (s 98 2SN
) o UF Al 3G

“Tulisan itu lebih kuat menunjukkan adanya keinginan dan
lebih  terhindar  dari  kemungkinan-kemungkinan
(ketidakyakinan) dari pada isyarah”.
Sedangkan riwayat kedua merupakan kesepakatan fugaha’,
termasuk mazhab Syafi’i mengatakan: sah nikahnya orang bisu, orang

yang keluh lidahnya (sulit bicaranya) atau yang sama dengannya dengan

3! Muhammad Husain Azahabi, Asy-Syari’ah al-Islamiyah, 59- 60
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melalui isyarah karena nikah melalui tulisan tersebut dalam keadaan

terpaksa atau mendesak.*?

4. Akad nikah dengan melalui tulisan, misalnya; apabila salah satu calon suami

istri itu tidak ada, maka akad nikahnya sah dengan cara dia mengirim surat
(tulisan) kepada yang lainnya, yang berisi kata “ijab“ misalnya seorang laki-
laki mengirim surat kepada seorang perempuan, dalam suratnya dia berkata:
“Saya mengawini kamu”, pada saat itu si perempuan tersebut menghadirkan
saksi-saksi dan membacakan isi suratnya atau memberitahukan kepada
mereka lalu dia berkata; “Saya menjadikan kalian sebagai saksi atas ini dan
saya menerima perkawinan dari seorang laki-laki yang mengirim surat ini”,
dengan ini, sempurnalah akadnya.

Yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa adanya kesaksian atas isi
tulisan surat dan adanya kabul tersebut hanyalah bertujuan terlaksana dan
sahnya akad nikah, tetapi hal itu dianggap tidak cukup ketika terjadi
pengingkaran, misalnya ada seorang tersebut mengingkari isi tulisan tersebut
maka pada saat itu wajib adanya pengangkatan penetapan saksi-saksi
(kesaksian) atas isi tulisannya.

Sedangkan menurut keterangan al-Qanun as-Sauriy: ijab dan kabul
boleh dilakukan dengan melalui tulisan bila salah satu kedua mempelai gaib

(tidak dapat hadir) di majlis.”?

32 Ibid.

33 Wahbah Zuhailiy, Usul al-Figh al-Isiémi, (Dér al-Fikr, Damsygiy, juz. IL. 2005), hal 574
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5. Akad nikah dengan melalui seorang utusan atau mengutus seseorang,
misalnya; apabila ada seorang laki-laki mengirim seorang utusannya kepada
seorang perempuan yang akan dinikahinya, lalu seorang utusannya berkata
kepada perempuan tersebut; “Saya adalah utusan dari si-Fulan, dia
mengutusku kepadamu, dia berkata kepadamu; kawinkan aku terhadap dirimu
perempuan”, lalu perempuan tersebut mendatangkan saksi-saksi dan
memperdengarkan perkataan utusannya terhadap mereka dan setelah itu,
perempuan tersebut berkata dihadiri para saksi; “Saya mengawinkannya
tehadap diri saya atau saya menerima perkawinannya”, maka sempurnalah
akadnya yaitu dengan penyampaian ijab dari pihak laki-laki dan kabul dari
pihak perempuan meiaiui seorang utusan tersebut, hal itu sudah dianggap
berhasil dalam “majlis al-qabul“ (satu majlis). **

Akad nikah dengan melalui perantara telepon dalam fatawa al-Imam
Abdul Halim Mahmud disebutkannya, misalnya; calon suami, istri dan kedua
saksi tidak dapat dihadirkan dalam satu majlis dan berupaya mencari
penggantinya untuk menyatukan calon suami, istri dan kedua saksi dalam satu
majlis dengan perantara alat penghubung misalnya; melalui telepon mar’t
(telepon jeriji). Apabila ruang penglihatan di telepone itu luas, dimana semua
orang dapat saling melihat setiap orang yang ada dilayar telepon, mudah

didengar perkataan-perkataanya, saling dapat tukar pikiran antara sebagian

34 Muhammad Husain Azahabi, Asy-Syari’ah al-Islamiyah, 60
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mereka dan yang lain maka nikahnya dihukumi boleh (sah). Dengan catatan;
syarat dan rukun akad nikahnya menurur mazhab Syafi’i sudah terpenuhi
yaitu adanya calon suami, istri, wali, kedua saksi dan sigat yang menunjukkan
adanya saling menyukai dan disyaratkaan kedua saksi dapat melihat adanya
akad nikah termasuk syarat yang lain. Tetapi bila kedua mempelai tidak dapat
hadir dalam satu tempat/majlis maka hal itu dapat direkayasa dengan

perangkat sambungan seperti telepone mar iy atau cybernet.

Selanjunya, apabila penglihatan dan perkataan-perkataan tersebut dapat
didengar dengan jelas dengan melalui alat perantara yang dapat
menghubungkan atau menyatukan antara satu dengan yang lainnya, maka
keterpisahean dan- tidake adanya- tamyiz- (tidak -dapat’ ' membedakan) - karena

berjauhnya tempat tidak dapat menghawatirkan atau mempengaruhinya.*’

E. Sumber-Sumber Hukum Islam dan Metode istinbat Hukum Islam

1.

Sumber-Sumber Hukum Islam

Sebagian umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam itu
adalah al-Qur’an, an-Sunnah dan Ijtihad. Adapun pengertiannya sebagai
berikut:
a. Al-Qur’anul Karim yaitu firman Allah yang diturunkan melalui ruihul

amin (Jibril) kepada Muhammad SAW dengan bahasa Arab, isinya

% Fraksi Fathil Wahhab 06 PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Hadza min Ziadati Kumpulan

Ibarat, (PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri, Jam’iyyah Musyawarah Riyadlotut Tholabah ), 179- 180
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dijamin kebenarannya dan sebagai hAujjah kerasulannya, undang-undang
bagi seluruh manusia dan petunjuk dalam beribadah serta dipandang
ibadah dalam membacanya, yang terhimpun dalam mushaf-mushaf yang
dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas, yang
diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir.
. Al-hadis/As-Sunnatun Nabawiyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan
kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan (Sunnah qauliyah),
perbuatan (Sunnah fi'liyah) dan pengakuan (Sunnah taqririvah) dan
sebagainya.
[jtihad, yaitu pencurahan segenap kesanggupan (secara maksimal)
seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat zanniy terhadap
hukum syari’at.
Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaku,
obyek dan target capaian ijtihad adalah;
1) Pelaku ijtihad adalah seorang ahli fikih, bukan yang lain
2) Yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar’i bidang amali
(furu’iyah) yaitu hukum yang berhubungan dengan tingkah laku orang
mukallaf.
3) Hukum syar’i yang dihasilkan oleh suatu ijtihad statusnya adalah

danniy zanniy.



Adapun dasar sumber-sumber tersebut diatas antara lain:

Surah An Nisa' : 59
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Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka hendaklah kamu
kembalikannya kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah);
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kiamat. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik bagi akibatnya."

Surah Al- hasry: 7
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"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia

dan apa yang terlarang bagimu maka tinggalkanlah dan
bertagwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah amat keras
hukumannya."

5 il (S 1 JB el B el of S G g o
P o (T 06 1 6 ) D il 6§ el B (0

s 0 -

J&‘Jj,:,;af.‘,gwpou:Ju‘fuu‘is\d',.’,;af;,szdu?&‘

Yos o Lt . 1. P e Y . L
J)qu).'ab.\_,“Y)&\)iglz-\iJU?A\\Q\:{@ Y}(up
4 3 02 . Tros . L% “nN 0o 87 0T 8.0 . M
ooy o b I J5%) G35 st & XS s Jus 8500
)

-

39



40

Bahwasannya ketika Rasulullah akan mengutus Mu’ad ke

Yaman beliau bertanya kepadanya: dengan apa kamu memutus

perkara Mu’ad? Lalu Mu’ad menjawab: dengan sesuatu yang

terdapat dalam kitab Allah. Kalau kamu tidak menemukannya

dalam kitab Allah?, Tanya Nabi selanjutnya. Saya akan

memutuskan menurut hukum yang ada dalam sunnah Rasullah,

Jjawab Mu’ad lagi. Kalau tidak kamu jumpai dalam kitab Allah

maupun Rasulnya, beliau mengakhiri dialognya sambil

menepuk dada Mu’ad seraya bersabda: “segala puji bagi

Allah yang memberikan petinjuk kepada utusannya ke jalan

yang diridai oleh Rasulullah.

Firman Allah maupun hadis Nabi diatas menunjukkan bahwa al-
Qur’an, Al-hadis'dan ijtihad adalah sebagai sumber-sumber hukum yang
telah disepakati oleh umat Islam. Adapun syarat-syarat yang hsrud
dimiliki oleh seorang mujtahid, antara lain:

a) Menguasai bahasa arab dari segala aspek, seperti nafwu, saraf, dan
segala seluk beluknya.

b) Memiliki pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qur’an yang
berhubungan dengan hukum, sekaligus mampu membahas ayat-ayat
tersebut untuk menggali hukum.

c) Mengenal dan mengerti hadist Nabi yang berhubungan dengan hukum,
baik gqauliyah (perkataan), fi'liyah (perbuatan) dan taqririyah
(ketetapan) Nabi SAW.

d) Mengerti tentang usil figih sebagai sarana alat untuk istinbat hukum.

€) Mengenal ijma’ sebagai dalil syara’ sehingga tidak memberikan fatwa

yang bertentangan dengan ijma’ itu.
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f) Memiliki kepribadian yang baik antara lain sebagai orang yang
bertaqwa, adil, jujur, dan berperangai terpuji.*
Sementara ahli fikih yang melakukan ijtihad disebut mujtahid
yang memiliki tingkatan, antara lain:

(1) Mujtahid mutlak (mustaqil), yaitu mujtahid yang memiliki
kemampuan menggali hukum syari’'at landsung dari sumber
pokoknya (al-Qur’an dan as-Sunnah) dan mampu menerapkan
metode dan dasar-dasar pokok yang ia susun sebagai landasan
atas segala aktifitas ijtihadnya. Mujtahid ini dapat dikatakan
mustaqil karena tidak menghubungkan diri dengan mujtahid lain
dalam memilih metode atas norma ijtihadnya dan ia mampu
menggali hukum langsung dari sumber yang asli tanpa terikat
dengan mujtahid lain. Seperti: Ibnu Musayyab, Ibrahim An-
nakha’i (generasi tabi’in) Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, Ahmad,
Al-Auza’i, Ja’far sadiq dan lain-lain.

(2) Mujtahid Muntasib, yaitu mujtahid yang menggabungkan dirinya
dan hasil ijtihadnya berafiliasi dengan suatu mazhab, karena
mengikuti ketentuan-ketentuan, teknik-teknik, dan metode yang
dipergunakan atau yang berlaku pada mazhab itu. Meskipun
dalam masalah furi iyah mereka berbeda pendapat. Contoh: Zufar

(w. 158 H), Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (w. 189H) dan

3¢ Asy’ari, Ahm et al, Pengantar Studi Islam, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2006),64-65
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Abu Yusuf (w. 183 H) dari Mazhab Syafi’i, Ibnu Qasim, Ibnu
Abdi Hakam dari Mazhab Malik.

(3) Mujtahid Madzhab/ Mujtahid Mugayyad, yaitu mujtahid yang
terikat kepada Imam Mazhab dan tidak mau keluar dari mazhab
itu baik dalam masalah ys@#/ maupun furd’ . seandainya ia
melakukan ijtihad, ijtihadnya hanya terbatas pada masalah yang
ketentuan hukumnya tidak ada dalam Imam Mazhab yang
dianutnya. Seperti Hanafiyah, Imam Haramain (al-Juwaini), Abu
Ishaq as-Syairazi dari Syafi’iyah.

(4) Mujtahid Murajih, yaitu mujtahid yang tidak mengistinbathkan
hukum-hukum furi#’ akan tetapi mereka hanya beberapa pendapat
Imam Mujtahid yang telah ada kemudian memlih salah satu yang
paling (arjah). Seperti: Ibnu Hajar al-Haitami dijajaran ulama

Syafi’iyah, al-Qaduri dari kalangan Hanafiyah. >’

2. Metode Istinbat Hukum Islam

a.

Al Ijma' adalah suatu kesepakatan para mujtahidin umat Muhammad
S.A.W didalam suatu masa tertentu sesudah beliau meninggal dalam masa
yang tidak ditentukan atau suatu masalah diantara masalah-masalah yang
diragukan (yang belum ada ketetapan dalam al-Qur’an dan al-hadz's').

Adapun ijma’ terbagi menjadi dua macam, yaitu:

37 Ibid, 14-67
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1) Iyma' gat’iy, yaitu suatu kesepakatan yang berbentuk pernyataan yang
jelas dengan perkataan atau dengan perbuatan atau kedua-duanya oleh
para mujtahidin.

2) Ijma' sukatiy yaitu suatu kesepakatan yang terbentuk pernyataan dari
sebagian mujtahidin, sedangkan sebagian yang lain tidak membantah
pernyataan tersebut setelah mengkajinya dengan teliti.

Dasar adanya ijma’, yaitu:

oSa S0 gy 3o Al Al T L G ¢
dly 0 A8 0 I D J) 855 e B B8 0

’ ’/}ra‘/ \09‘/ - f, ~ oz°:

Mgl oty o s 2231 0t
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka
hendaklah kamu kembalikannya kepada Allah (Al-Quran)
dan Rasul (Sunnah); jika kamu benar-benar beriman

kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik bagi akibatnya."

b. Qiyas, yaitu Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam
nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas, disebabkan
kesatuan ‘illat antara keduanya. Demikianlah menurut Wahbah az-
Zuhailiy dalam mendefinisikan giyds. *®* Adapun syarat-syarat qiyas

menurut fugaha’ :

3% Wahbah Zuhailiy, hal 574



1) Qiyas dapat dipergunakan bila tidak ada pemecahan dalam masalah
dalam al-Qur 'an maupun al-hadis.

2) Qiyas tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam

3) Qiyas tidak boleh bertentangan dengan kandungan a/-Quran dan al-
hads.

4) Qiyas harus didasarkan pada al-Quran dan al-hadis.

c. Istishab, yaitu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang
telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah
hukum-hukum tersebut.

d. Al-Masalih al-Mursalah, yaitu adalah tiap-tiap maslahah yang tidak
dikaitkan dengan syara’ yang menyebabkan kita menghargainya atau
tidak menghargainya, padahal dalam menghargainya ada manfa’at atau
tertolaknya mudarrat.® Adapun maslahah memiliki macam, antara lain:

1) Maslahah mu’tabarah, yaitu maslahah yang diungkapkan secara
langsung, baik dalam al-Quran maupun dalam al-hadis.

2) Maslahah mulgqah, yaitu maslahah yang bertentangan dengan
ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber Islam tersebut.

3) Maslahah mursalah, yaitu maslahah yang tidak ditetapkan oleh kedua

sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. Istilah

% A. Rahman, Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam, (Jakarta, Reneka Cipta, 1993), 119
% Fathurrahman Djamil, Filsafah Hukum Islam, (Jakarta, Reneka Cipta, 1994), 141
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yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah
istislah.
e. Istihsan yaitu cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari

ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial, istihsan

merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran

dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi
kepentingan masyarakat dan keadilan.

f.  ‘Urf, yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-
menerus baik berupa perkataan atau perbuatan. Adapun ‘Urf terbagi dua
macam, yaitu:

1) ‘Urf sahith, yaitu adab kebiasaan yang dilakukanoleh orang-orang
yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, tidak menghalalkan
yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

2) ‘Urf fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang
berlawanan dengan syara’ karena menghalalkan yang haram atau

membatalkan yang wajib.41

! Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, Ushul Figih kaidah-kaidah penerapan hukum Islam,
(Surabaya, Citra Media, 1997), hal 147



BAB III

KEPUTUSAN BAHSUL MASAIL PWNU JAWA TIMUR
TENTANG NIKAH MELALUI CYBERNET

A. Historisitas Baksul Masail NU

Bahsul Masail dikalangan NU diyakini merupakan tradisi intelektual yang
berkembang sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum NU dibentuk.
Martin Van Bruinessen berpendapat bahwa tradisi Bahsul Masail yang
berkembang di kalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kyai-kyai NU.
Jauh sebelum Bahsul Masail berkembang di kalangan NU, iradisi seperti itu telah
ada di Tanah Suci yang disebut dengan tradisi halagah. 1de Bahsul Masdil
menurutnya adalah tradisi yang diimpor dari Tanah Suci Makkah. Para santri
Indonesia yang belajar di Tanah Suci, sepulang dari sana mereka
mengembangkan agama Islam melalui lembaga pendidikan yang mereka dirikan
berupa pesantren sekaligus mengadopsi sistem halagah untuk mengkaji
persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.’Di lembaga pesantren, forum
Bahsul Masail yang terinspirasi model halagah dari Tanah Suci terus
dilaksanakan dan dikembangakan oleh kalangan pesantren. Sehingga bisa

dikatakan bahwa jauh sebelum NU berdiri, pesantren-pesantren beserta kyainya

*2 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisitradisi Islam di Indonesia
(Bandung: Mizan, 1996), h. 34.
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telah mempraktekkan model halagah untuk memperoleh hukum dari kitab-kitab
kuning yang sehari-hari dipelajarinya. Forum ini terus berkembang dan
dilaksanakan di dalam organisasi NU. Berkembangnya tradisi Bahsul Masail
dikalangan NU bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab hampir seluruh
perangkat metodologi dan referensi-referensi (mardji’), serta model halagah
yang digunakan dalam pembahasan Bahsul Masail di NU pararel dengan yang
ada di pondok pesantren. Hal pertama yang tampak dari usaha para santri lulusan
Timur Tengah dalam mengadopsi sistem halagah adalah pendirian Taswir al-
Afkar pada tahun 1919 di Surabaya. Lembaga ini diinisiasi pendiriannya oleh
KH. Abdul Wahab Chasbullah yang pernah menimba ilmu di Makkah selama
beberapa tahun. Pada awalnya lembaga ini tidak diarahkan untuk membahas
tema-tema diniyyah, namun yang dibahas justru adalah tema-tema non diniyyah
dengan mendiskusikan berbagai peristiwa sosial politik yang berkembang saat
itu.*

Pada awalnya Bahsul Masail yang ada di NU tidak dilembagakan
layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisasi dan agenda
resmi. Namun untuk menjadikan Bahsul Masail menjadi wadah yang lebih
dinamis, maka pada muktamar ke 18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang
membidangi Bahsul Masail merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan

“Lajnah” Sebagaimana dimaklumi bahwa di dunia pesantren ada suatu forum

 Abdul Mun’in DZ, “Bahsul Masail Tradisi Akademik Muslim Tradisionalis”, Dalam Jurnal
Gerbang, vol 12, tahun 2002, h. 108.
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yang disebut dengan musyawarah atau takrar. Forum ini diselenggarakan untuk
memberikan kesempatan kepada para santri mendiskusikan dan mendalami
materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu forum ini juga dipakai untuk
mengkaji persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat.

Bahsul Masail Diniyyah sebagai lembaga permanen yang khusus
menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh halagah yang diadakan
di Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari
1990 yang merekomendasikan dibentuknya “Lajnah Bahtsul Masail Diniyah”
sebagai wadah berkumpulnya ulama’ dan intelekual NU untuk melakukan ijtihad

Jjama'iy (ijihad kolektif).*

B. Tim Bahsul Masail PWNU Jawa Timur
Bahsul Masail (Diniyyah Syuriyah) PWNU Jawa Timur tentang akad
nikah melalui cybernet ini, di lakukan di Pondok Pesantren Al Usymuni Tarate
Pandian Sumenep Madura tanggal 10-11 Rajab 1430 H/ 03-04 Juli 2009 M.
Dalam hal ini, ditangani oleh Tim Komisi B yang terdiri dari:
1. Musahhih, yaitu; KH Farihin Muhshan dan KH Athoillah Anwar.
2. Perumus, yaitu; KH Farihin Muhshan, KH Athoillah Anwar dan KH Bahrul

Huda.

* Ahmad Zahro, Lajnah Bahsul Masail, 1926-1999, h. 69.
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3. Moderator, yaitu; KH Muhibbul Aman.
4. Notulen, yaitu; Moh. Ma’ruf

Bahsul Masail ini juga diikuti sepuluh kyai, di antaranya KH Anwar
Manshur, KH Yasin Asmuni, KH Hasyim Abbas, KH Abdullah Syamsul Arifin,
Syafrudin Syarif, KH Imam Syuhada, KH Asyhar Ahofwan, KH Azizi

Chasbulloh, KH Muhibbul Amal, dan KH Romadlon Khotib.

. Metode Istinbat Hukum yang Dipakai oleh Bahsul Masail PWNU Jawa
Timur dalam Memutuskan Akad Nikah Melalui Cybernet
1. Metode istinbat hukum yang dipakai oleh Bahsul Masail PWNU Jawa Timur
Keputusan Bahsul Masail dilingkungan NU dibuat dalam kerangka
bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan
mengutamakan bermazhab secara gqauli. Oleh karena itu, prosedur
penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kurubul
mazahahib al-Arba’ah dan disana terdapat hanya satu pendapat dari
kutubul mazahahib al-Arba’ah maka dipakailah mazhab tersebut.

b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana
terdapat lebih dari satu pendapat maka dilakukan tagrir jama’iy untuk
memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai

berikut:
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1) Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih
kuat.

2) Khusus dalam mazhab Syafi’i sesuai dengan keputusan Muktamar ke-
1 (1926), yaitu perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:
a) Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (an-Nawawiy dan ar-

Rafi’iy).

b) Pendapat yang dipegangi oleh an -Nawawiy.
¢) Pendapat yang dipegangi oleh ar- Rafi’iy.
d) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
e) Pendapat ulama’ yang terpandai.
f) Pendapat ulama’ yang wara’

c. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka
dilakukan prosedur ilhaqul masail bi nazairiha secara jama’iy oleh para
ahlinya. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, mulhagbih, dan
wajhul ilhaq oleh para mulhiq yang ahli.

d. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan i/haq, maka bisa dilakukan istinbat
jama’iy dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya.

Yaitu dengan mempraktekan gawa id usuliyah oleh para ahlinya. *°

* Ibib. Lajnah Bahsul Masail
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2. Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur Tentang akad Nikah Melalui
Cybernet
Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur tentang hukum akad

nikah melalui Cybernet atau sebangsanya ini, adalah sebuah jawaban terhadap
keputusan Syaikh Adil al-Damari tentang pengesahan praktik akad nikah jarak
jauh melalui Cybernet.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap keputusan Syaikh Adil al-Damar
ini, pertama Tim Bahsul Masail mendiskripsikan masalah, kedua mereka
membuat pertanyaan- pertanyaan (masalah-masalah) dari hasil diskripsi
tersebut, kemudian mereka menjawabnya dengan cara melalui pendekatan
fighivyah _yaitu melalui kitab-kitab fikih yang sudah menjadi rujukannya
selama ini.

a. Deskripsi Masalah

Pada tanggal 22 Pebruari 2009 berlangsung pernikahan jarak jauh
antara Wafa Suhaimi (24 tahun) berdomisili di Jeddah Saudi Arabia
sebagai calon istri dengan Ahmad Jamil Rajab (26 tahun) yang tengah
kuliah di Univ. Marry Mont Virginia AS selaku calon suami. Karena
kesulitan mengurus visa dan ketatnya jadwal kuliah dilangsungkan akad
nikah memanfaatkan cybernet untuk mendukung rangkaian ijab-kabul
pada dua tempat (negara) yang terpisah dan prosesinya dibesarkan melalui

LCD proyektor. Pelaksanaan nikah model tersebut dinyatakan boleh dan
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sah oleh Syaikh Adil al-Damari (anggota majmak al-Figh al-Islami) Saudi
Arabia.
b. Masalah-Masalah:

1) Sahkah pelaksanaan akad nikah yang tidak didukung majlis al-aqdi
yang ittahad az-Zaman wa al-makan, dan para saksi tidak dapat
mengamati secara mu’'ayyanah (berhadap-hadapan secara fisik)
dengan pelaku nikah?

2) Apakah kesatuan majlis akad bisa direkayasa dengan cybernet,
teleconference plus LCD proyector yang menyulap seperti tidak ada
jarak pemisah antara wali nikah, calon pengantin pria dan para saksi
akad?

3) Mungkinkah disiasati dengan wakalah yang disampaikan oleh calon
suami cukup lewat sambungan telepone jarak jauh atau SMS
Handphone?

3. Kesimpulan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur Tentang Akad Nikah Melalui
Cybernet
Bahsul Masail PWNU Jawa Timur menyimpulkan sekaligus menjawab
dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahwa akad nikah melalui cybernet
tersebut hukumnya tidak sah dan harus diulang, dengan alasan-alasan sebagai
berikut:
a. Saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar bahasa 'dgidain (tidak

Mu'ayanah was-sima') atau karena pernikahan itu mengharuskan wali
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perempuan, saksi, dan pengantin laki-laki berada tidak dalam satu majlis
atau bertatap muka dan melihat mimik bibir penghulu serta pengantin saat
"ijab kabul”.

b. Saksi tidak hadir dalam majlis al-Aqdi.

c. Akad nikah melalui Cybernet tergolong kinayah, padahal akad nikah tidak
bisa dengan kinayah.

d. Rekayasa perangkat Cybernet atau semacamnya dalam akad nikah jarak
jauh tidak sesuai dengan pengertian (batasan) ittihad al-majlis (satu

majlis).

D. Dasar-Dasar Keputusan Balsul Masail PWNU Jawa Timur
Dasar-Dasar Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur semua
diambil dari literatur- literatur kitab fikih, yaitu:

1. Dari kitab al-Fawaid al-Mukhtarah lisalik Tariq al-Akhirah al-Mustafadah
Al-habib Zain bin Ibrahim bin Samit, halaman 246, menurutnya:

Aol g U5 a3l Y1y (ody @IS a1 3 RS 0530
e bl b b zzy &Y 0L sy W K U 0 yald)
O™ 131 b Ay coptblall f daladt sy Ofy als™ o il

cobma 1is Lo of (0 yalddly

Telepone atau sebangsanya adalah tergolong kinayah
didalam akad, seperti akad jual beli, salam dan ijarah maka
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akad yang demikian itu dihukumi sah. Adapun akad nikah
dengan melalui perantara telepone maka dihukumi tidak
sah karena didalam mengucapkan akad nikah disyaratkan
berupa ucapan yang jelas (lafaz sarih) sementara telepone
tergolong kinayah dan disyaratkan juga saksi melihat
‘agidain. Demikian itu tidak ditemukan apabila akadnya
dilakukan dengan perantara telepone atau yang searti
dengannya, misalnya Cybernet dan lain-lainnya.

2. Dari kitab Hasyiyah al-Bujairami ‘Ala al-Khatib Syaikh Sulaiman bin
Muhammad al-Bujairami, halaman 398, Cetakan Darul fikri, menurutnya:

e Bae 3 b5 Ll b oSy, el O o S5 Uy
@)jwd&ﬁgbu). qtﬂ\)d’w‘(&w_). 43‘.‘,;/43)
ol Oy Olaledly OLBW Wlas vghs Teamay Jy ~1S)
Sy am BadlS 3 piy raas S, ol Lzl &y ) OB
A aUL e giiel (S sl @ i 1E { hes o way
725705 Jad (A S oy} 1 2SS g g il
sie s dg ae A UB o0 e ol BB o
Il o5t sleaza¥) 5o ) gl (3 Lo g5 of JHYY 3 oy
o WSO 3 0 Y 3 g TS el G ALY W e
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Daiantara rukun- rukun nikah yang terabaikan adalah
sigat, syaratnya seperti syarat yang ada pada jual beli,
diantaranya, sigatnya tidak digantungkan, tidak dibatasi

oleh waktu, berupa r: 7 atau C&;/ sekalipun dengan
bahasa asing yang dapat dipahami oleh kedua mempelai
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dan kedua saksi meskipun kedua mempelai bisa berbahasa
arab karena memperhitungkan artinya. Maka tidak sah
memakai sigat selain itu seperti lafaz jual beli, kepemilikan
dan hibah, karena berdasarkan hadis muslim. Sah akad
nikahnya dengan mendahulukan ucapan kabul “kawinilah
aku” dari pihak suami “aku mengawinkannya” dari pihak
wali. Setelah itu, disertai ucapan yang lain, yaitu: “saya
menikahimu” dari pihak pertama atau “menikahkannya”
dari pihak kedua karena permintaan tersebut menunjukkan
adanya rela. Tidak sah akad nikah dengan sigat kinayabh...
karena dalam kinayah diwajibkan adanya niat. Kesaksian
dalam nikah termasuk rukun sebagai yang telah lewat. Dan
kesaksian mereka tidak diharuskan memperlihatkan niat.
Adapun sigat kinayah seperti perkataan seseorang ‘“saya
menikahkan kamu dengan anak perempuan saya” lalu dia
menerimanya” dan dia niat dengan perempuan yang telah
ditentukan maka sah nikahnya dengan sigat kinayah.

3. Dari kitab Jawahir al-‘Uqiid Syaik Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin
Minhji as-Suyuti, halaman 78, Cetakan Darul fikri menurutnya;
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Menurut Imam Syafi’i ra. Akad nikah tidak akan sah kecuali
dengan berkumpulnya empat orang secara langsung, yaitu;
calon suami, istri, wali, dan dua saksi.

4. Dari kitab Raudah at-Talibiin, juz 5, halaman 391, menurutnya:
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Rukun nikah yang ketiga adalah adanya saksi, maka tidak
sah nikahnya kecuali dengan mendatangkan dua orang
saksi laki-laki yang berstatus muslim, mukallaf, merdeka,
bisa mendengar, melihat, sadar dan mengetahui lisannya
kedua orang yang diakadkan, menurut suatu pendapat sah
akad nikahnya dengan disaksikan dua orang buta,
sementara Abu al-Hasan al-‘Ubadi ra. Menghukumi sah
nikahnya dengan disaksikan orang yang tidak mengetahui
lisan kedua orang yang diakad, karena beliau menukil
pendapatnya al-Hakim. Adapun orang yang lalai atau
pelupa tidak dapat dipegang kesaksiannya karena
menyebabkan tidak sah akadnya...

5. Dari kitab Al-Figh al-Islami, halaman 5174- 5175, menurutnya:

LN 0 AT 555 b aB DYl WS s )
—» 1430 053 23-17 % €520 & SLLD g e

o
s s 0

A B a5 1990 (el 5T 20-14 ih
JUY SV S5l o3 ¢ Yol o il 35,130

OG5 JLaNi O g Joa sl 2800 S ) Ol

” :, b4 - 2o - c ‘, -] - - - ]
E Tt P WA IR A TR I P4 | A3 G e
/// e - :’ 4 ’o’}’ /ﬂ’ : " 4".;,}’1 :o} ’1’ - o”o -
LYy oty 5yaad o) ol s 4 2o7d U el

o,
P
-,

s 0 F ] o o 7. .. ° P °
Lz el 1 dakd of fa 0E UG IR BB,
LGy Gy @S slayly Lojll 15y i S5
RV Rt RV Y R i P W SR e

2
P VIR

Bl @134 (1y 555 ol sy S Gyl LY S,

56



Yy il =Y WU oy Yy doly O Legrest Y il On
o AL A g JLaW) Ay cSlSTy AdST ey
PSUly Sy G e s Ghayy (et dsld
Lo il iny WM oda i (5 gen S Y el LS
@ b ow Bl @134 (2). sy o) gl d) OleY) J sy
G Je s Glauy piela e @ WPy asly o3y
oda o Gaiy o ol o MBS ptm Lagiy Sl O S
13} (3) Larledl 3 e el clgail s 6 al s Al
o Ul Wil 0, 3l saz Llg) Jla i 0ds ol g
Y apldt aet il Of (4 e g o S ey 8ald Sl IS 4l2)
Yy paladh bl 2aY O pall Yy ab slgaYh b e~ Jats
bl Szl gz e (3 QW ol s ol 28Nl

LU Rl ey ) 4 o Balall g 50

Setelah memunculkan pembahasahan khusus mengenai
tema diberlakukannya akad dengan melalui alat
penghubung terkini (modern), dengan alasan, antara lain;
karena dipandang akan terjadi perubahan besar-besaran
akibat yang dihasilkan dari penggunaan perantara alat
penghubung dalam akad, karena kegiatan mu’'amalah
maliyah dan pentasarrupan dengan segera terpenuhi.
memperbolehkan para ahli fikih terhadap akad dengan
melalui ucapan (pakai suara), tulisan (tanpa suara),
isyarah, dan seorang utusan. Dan menetapkan pensyaratan
adanya ittihad al-Mjlis (berada dalam satu majlis) kepada
diantara kedua pihak yang hadir (kecuali dalam masalah
wasiat, isa’ dan wakalah), kesesuain ijab dan kabul, tidak
ada sesuatu yang muncul yang menunjukkan berpalingnya
salah satu kedua pihak dari akad tersebut, dan cepat-cepat
berdasarka ‘uraf”’, maka Majlis Majma’ al-figh al-Islami
pada saat sidang Mu’tamar yang keenam bertempat di
Jeddah Kerajaan Saudi Arabia mulai dari tanggal 17- 23
Sya’ban 1430 H. bertepatan dengan tanggal 14- 20 Azar
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(Maris) 1990 M. telah menetapkan beberapa hal, antara
lain: (1) Apabila akad tersebut telah sempurna diantara
kedua pihak yang tidak hadir, tidak berada dalam satu
tempat, salah satunya tidak dapat melihat yang lain secara
mu’ayyanah (secara langsung) tidak dapat mendengarkan
ucapannya, dan disana terdapat perantara alat
penyambung (media komunikasi) diantara keduanya yaitu
berupa tulisan atau seorang utusan atau sesamanya seperti
komputer, maka dalam hal ini, akadnya sah ketika ijab dan
kabul sampai kepadnya.(2) apabila telah sempurna akad
antara kedua pihak dalam satu waktu, sedangkan keduanya
tersebut berada didua tempat yang berjauhan maka akad
diantara keduanya dianggap terjadi diantara pihak yang
dihadiri keduanya. Inilah hukum yang telah ditetapkan
oleh para ahli fikih didalam pendahuluan Mu'tamar
tersebut. (3) apabila terjadi sesuatu yang menghalang-
halangi terhadap ijab dalam batasan waktu tertentu, maka
sisa waktu tersebut dapat ditetapkannya ijab dan tidak
diperbolehkan penarikan kembali. (4) qaidah- qaidah
tersebut yang ditetapkan diatas tidak diberlakukan pada
akad nikah karena dalam akad nikah disyaratkan adanya
kesaksian, tidak pada pentasarrupan karena disyaratkan
adanya taqabud (saling menerima), dan tidak pada akad
salam karena disyaratkan adanya harta pokok (modal). (3)
sesuatu yang berkaitan dengan kemungkinan adanya
pemalsuan, penipuan atau kesalahan itu dikembalikan
kepada qaidah umum untuk menetapkan hukumnya.

6. Dari kitab Al-Majmu’ Syarah Muhazab, juz 17, halaman 332, menurutnya:
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Berdasarkan hadis ‘Aisyah dari Nabi SAW bersabda: setiap
nikah yang tidak dihadiri secara langsung oleh empat orang
maka status nikahnya adalah zina, keempat orang tersebut,
yaitu; peminang, wali, dan ) kedua saksi. Hadis ini
diriwayatkan oleh Ad—-Daruqutni didalam sanadnya terdapat
ibnu Al-Khasib yang tidak diketahui identitasnya dengan
jelas dan nama Nafi’ Bin Maisarah, hadis ini juga
diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, dan
didalamnya terdapat nama Mugqirah bin Musa. Imam Bukhari
berkata: hadis ini adalah hadis munkar. Sedangkan hadis
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dianggap hadis manquf
dan Al-Baihaqi berkata: Adapun jawaban yang binar: hadis
ini adalah hadis manquf. Tema pada pembahasan ini:
Apabila wali perempuan tersebut termasuk orang yang
berhak menikahkannya seperti anak laki-laki pamannya yang
sederajat, orang yang memerdekannya atau hakim. Dan jika
dia ingin menikahi perempuan tersebut maka dia tidak dapat
menikahkan dirinya dengannya atau menikahi perempuan
tersebut dengan sendirinya dan perwaliannya karena tidak
boleh perwalian dari dua pihak. Oleh karena itu, dia tidak
dapat memiliki dua syarat akad seperti wakil dalam jual beli.
Dan apabila dia ingin menikahi perempuan tersebut dan
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disana terdapat orang yang bersekutu dalam perwaliannya
seperti anak laki-laki pamannya yang sederajat. Dan apabila
tidak ada maka hakimlah yang menikahkannya dan apabila
ternyata dia hakim maka wali yang lebih tinggi yang berhak
menikahkannya atau dia pergi ke negara lain atau
menggantikan  kepada orang yang  menikahkannya.
Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Malik; boleh dia
menikahkan dirinya terhadap perempuan tersebut apabila
perempuan tersebut mengizinikannya. Dan menurut Ahmad;
dia wajib izin kepada orang lain apabila dia ingin
menikahinya sehingga orang lain tesebut menikahkannya
dengan perempuan tersebut. Adapun dalilnya adalah dalil as-
Hab yaitu hadis ‘Aisyah yang mensyaratkan sahnya nikah
dengan menghadirkan empat orang, yaitu; peminang, wali,
dan kedua saksi. Yang dimaksud peminang diantara mereka
disini adalah selain wali maka tidak boleh jumlah tersebut
kurang menjadi tiga yaitu memasukkan wali kedalam mereka
sebagai peminang sebagaimana tidak boleh memasukkan
saksi sebagai peminang.

7. Dari kitab Al-Gurarul Bahiyyah fi syarhil Wardiyyah, juz 3, halaman 181,

menurutnya:
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Akad nikah tidak sah kecuali dengan ijab dari muwakkil (yang
mewakilkan) misalnya “demikian saya mewakilkan padamu
atau ‘“demikian saya menyerahkan padamu” atau “saya
menjadikan kamu sebagai penggantiku” atau menggunakan
kata- kata yang sama dangannya. Misalnya kata jual beli dan
memerdekakan, baik ijab itu secara lansung (lisan), tulisanya
atau melalui seorang utusan. Adapun kabulnya secara lafaz
tidak disyaratkan...
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8. Dari kitab Hasyiyyatul Bujairami ‘alal Khatib, Asy- Syaikh Sulaiman bin

Muhammad al- Bujairami, juz 3, halaman 137, menurutnya:
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Adapun wakil tidak disyaratkan kabulnya berupa lafaz atau
sesamanya karena menyamakan tawkil dengan ibahah.
Dalam kabul disana tidak syaratkan cepat-cepat dan satu
mayjlis.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN BAHSUL MASAIL PWNU
JAWA TIMUR TENTANG AKAD NIKAH MELALUI CYBERNET

A. Analisis terhadap Metode Istinbat Hukum yang Dipakai oleh Bajisul Masdil

Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak
sahnya akad nikah melalui cybernet atau sesamanya adalah selalu menggunakan
metode bermazhab kepada salah satu mazhab empat dalam hal ini bermazhab
kepada Imam Syafi’i yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara gauli
(tektual) yaitu; mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi atau ada dalam
lingkup salah satu mazhab empat. Hal itu, dapat dilihat dari dua sis:

Pertama, dari sisi prosedur metode istinbat hukum yang dipakainya, yaitu
ketika Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur mau memutuskan hukum
suatu perkara, maka Lembaga Bahsul Masail ini terlebih dahulu mencari
jawaban-jawaban atau dasar-dasarnya dari kitab-kitab bermazhab diantara empat
mazhab. Bila dalam kitab-kitab tersebut ditemukan satu jawaban atau dasarnya
maka jawaban itu dipakainya. Bila dalam kitab-kitab tersebut ditemukan dua
jawaban atau dasarnya maka dilakukan taqriri jama’iy untuk memilih salah satu
jawaban atau pendapat tersebut, yaitu mengambil pendapat atau jawaban yang

lebih maslahah. Khusus dalam mazhab Syafi’i, maka Lembaga Bahsul Masail
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PWNU Jawa Timur ini mengutamakan pendapat Asy-Syaikhani (An-Nawawiy
dan Ar- Rafi’iy), An —Nawawiy, Ar- Rafi’iy, mayoritas ulama dan pendapat
ulama’ yang wara’. Bila ternyata dalam kitab-kitab tersebut tidak ditemukan satu
pendapat maupun jawabannya maka Lembaga Bahsul Masail melakukan
prosedur ilhaqul masail bi nazairiha secara jama’iy, yaitu menyamakan suatu
perkara atau masalah, yang belum ada jawaban maupun hukumannya dalam
kitab, dengan perkara atau masalah yang sama yang sudah ada jawaban maupun
hukumannya dalam kitab tersebut atau sudah ada ketentuannya. Dan bila dengan
prosedur ilhaqul masail bi nazairiha secara jama'iy masih belum terjawab maka
dilakukan istinbat jama’iy dengan prosedur bermazhab secara manhaji, yaitu
dengan mempraktekan gawa 'id usuliyah atau mengikuti jalan pikiran dan qaidah-
qaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Mazhab.

Kedua, dari sisi dasar-dasar hukum yang dipakainya, yaitu semua dasar-
dasar hukum yang terdapat dalam Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur
itu mengacu dan merujuk kapada mazhab Syafi’i tanpa menyertai rujukan dari
mazhab lain, khususnya terkait hukum tidak sahnya akad nikah melalui cybernet.
Misalnya; menurutnya akad nikah melalui cybernet adalah tidak sah karena
mengharuskan para saksi, wali perempuan dan pengantin laki-laki tidak secara
langsung melihat dan mendengar bahasa ‘agidain (tidak Mu'ayanah was-sima")
atau karena pernikahan itu mengharuskan mereka yang terlibat dalam akad nikah

tersebut berada tidak dalam satu majlis atau tidak bertatap muka dan melihat
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mimik bibir penghulu serta pengantin saat "ijab kabul”. Hal ini didasarkan pada
salah satu pendapat mazhab Imam Syafi’i:
A7 5 el g U W 4 B () e e A el 9
)
Menurut mazhab Imam Syafi’i ra. Akad nikah tidak akan sah

kecuali dengan berkumpulnya empat, yaitu, calon suami, istri,
wali, dan dua saksi.
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Rukun nikah yang ketiga adalah adanya saksi, maka tidak
sah nikahnya kecuali dengan mendatangkan dua orang
saksi laki-laki yang berstatus muslim, mukallaf, merdeka,
bisa mendengar, melihat, sadar dan mengetahui lisannya
kedua orang yang diakadkan...

Jadi, mazhab Syafi’i berpendapat bahwa akad nikah yang tidak dihadiri
(berkumpulnya dalam satu majlis secara fisik) empar orang yaitu calon suami,
istri, wali, dan dua saksi maka akad nikahnya tidak sah, disamping itu para saksi
tersebut diharuskan dapat mendengar, melihat, sadar dan mengetahui lisan kedua
pelaku akad secara pasti sehingga akadnya dikatakan sah. Pendapat ini kemudian
didasarkan pada hadis Nabi, yaitu:
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Dari Nabi Saw bersabda: setiap nikah yang tidak dihadiri
oleh empat orang maka status nikanya adalah zina, keempat
orang tersebut, yaitu; peminang, wali, dan kedua saksi
Sedangkan kalau mengacu kepada pendapat-pendapat mazhab Imam Abu
Hanifah, para saksi, wali perempuan dan pengantin laki-laki tidak diharuskan
melihat dan mendengar bahasa 'dqidain (tidak Mu'ayanah was-sima') secara
langsung atau tidak mengharuskan mereka yang terlibat dalam akad nikah
tersebut berada dalam satu majlis atau menhruskan bertatap muka dan melihat
mimik bibir penghulu serta pengantin saat "ijab kabul”. Hal itu, didasarkan pada
kondisi keadaan seseorang, menurutnya:
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“Apabila salah satu kedua pelaku akad tidak dapat berbicara
(tidak mampu berbicara secara langsung) maka sah ijab atau
kabulnya dilakukan dengan melalui tulisan (tanpa suara)”

Artinya apabila salah satu diantara pelaku akad itu tidak dapat hadir atau
tidak mampu mengucapkan akadnya secara lisan (secara langsung) maka dia
diperbolehkan akad nikah atau mengucapkan ijab kabulnya dengan melalui
tulisan (cybernet, telephone atau sesamanya tdak secara langsung) dan jika
ternyata masih belum bisa maka melalui isyarah yang dapat dipahaminya.
Sedangkan status hukumnya sama dengan akad nikah yang dihadirinya atau yang

diucapkan secara lisan (secara langsung), ini sejalan dengan pendapatnya dalam
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kitab Asy-Syari’ah al-Islamiyah Dirasah Mugaranah baina mazahib ah-

lissunnah wa mazahib al-Ja ’fariyah, karyanya Muhammad Husain az-Aiahabiy:
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“Akad nikah melalui tulisan (Cybernet, telephone atau
sesamanya) dari seorang goib (tidak hadir secara langsung

pada saat akad) sama kedudukannya dengan akad nikah

melalui khijtab (ucapan secara langsung) dari orang yang

hadir”.

Dan disebutkan juga dalam kitab Masyri’ Qaniin al-Ahwal al-syakhsiyah

al-Muwahhad.
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"Kata ijab boleh dilakukan dengan melalui tulisan atau

melalui seorang utusan bagi orang yang tidak bisa hadir

secara langsung (melalui Cybernet, telephone atau

sesamanya) (pada saat akad)”

Jadi, menurut penelitian penulis, bahwa mazhab Syafi’i tidak mengakui
(tidak sah) akad nikah melalui cybernet, telehpone atau sesamanya bagi sipapun
tanpa melihat keadaan kondisi seseorang tersebut, baik itu normal (bisa hadir
secara langsung) atau tidak normal (tidak bisa hadir secara langsung) atau penulis

tidak menemukan satupun pendapat mazhab Syafi’i yang memperbolehkan akad

nikah melalui cybernet, telehpone atau sesamanya, kemudian pendapat ini
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dijadikan produk hukum oleh Bahsul Masal PWNU Jawa Timur dalam
memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui cybernet atau sesamanya. Akan
tetapi penulis menemukan pandapat mazhab Abu Hanifah yang memperbolehkan
dan mengakui akad nikah melalui cybernet, telehpone atau sesamanya ketika
kedua mempelai dalam kondisi dan keadaan tidak normal karena ada ‘awarid
(halangan), masyaqqah (kesulitan) dan darar (bahaya) seperti orang yang bisu,
salah satu kedua belah pihak yang melakukan akad tidak bisa hadir, seperti yang
terjadi antara Ahmad Jamil sebagai calon suami yang berdomisili di Amerika
Serikat dan Wafa Suhaimi sebagai calon istrinya yang berdomisili di Jeddah
dimana akad pernikahan keduanya dilakukan dengan melalui cybernet dan
dinyatakan sah oleh Syaikh Adil al-Damari (anggota majmak al-Figh ai-islami)
Saudi Arabia. Sedangkan ketika dalam keadaan normal maka beliau tidak
memperbolehkan dan tidak mengakui akad nikah melalui cybernet, telehpone
atau sesamanya. Pendapat mazhab ini sama sekali tidak disinggung atau
disebutkan dalam keputusan Bahsul Masal PWNU Jawa Timur tersebut.

Selain itu, pendapat mengenai pengertian ittihadul majlis yang menjadi
persyaratan pada saat pengucapan ijab dan kabul, menurut mazhab Syafi’i
ittihadul majlis adalah kesinambungan antara ijab dan kabul, sekaligus harus
mewujudkan pemenuhan tugas dua orang saksi. Karena menurut pendapat ini,
kedua saksi harus mampu melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan kabul
itu betul-betul diucapkan oleh kedua pelaku akad artinya ittihadul majlis adalah

kesatuan waktu dan tempat sehingga keduanya dapat melihat secara langsung
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dan bertatap muka secara fisik. Pendapat inilah yang dijadikan produk hukum
oleh Bahsul Masal PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak sahnya akad
nikah melalui cybernet atau sesamanya karena akad nikah semacam ini tidak
dianggap dalam satu majlis (ittihadul majlis). Sedangkan menurut mazhab Imam
Abu Hanifah, ittihadul majlis adalah kesatuan waktu artinya ijab dan kabul harus
dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah,
bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah.

Jadi bisa saja, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan ditempat
yang berbeda dan berjauhan sementara salah satu diantara kedua atau keduanya
tidak dapat hadir secara langsung maka akad nikahnya dapat dilakukan dengan
melalui cybernet, telepon atau sesamnya sehingga dua tempat tersebut dapat
disatukan dalam satu waktu. Dengan kata lain, mazhab Imam Abu Hanifah
memperbolehkan akad nikah dengan melalui cybernet, telepon atau sesamnya
sebagai mana memperbolehkan akad nikah dengan melalui surat. Hal itu, karena
lebih melihat praktek akad nikah yang selama ini terjadi, terutama akad nikah
jarah jauh antara dua mempelai yang berada didua tempat yang berbeda, baik
melalui 'ibarat, kitabah maupun melalui seorang utusan termasuk juga melalui
cybernet, telephone atau sesamanya. Akad nikah yang dilakukan dengan model
itu, dianggap akad yang dilakukan dalam satu majlis sehingga status hukum
akadnya sah. Sebab yang dimaksud dengan ittihad al-majlis (satu majlis) disini
adalah terwujudnya keterikatan antara ucapan ijab dan kabul pada saat kedua

mempelai melakukan akad nikah, dengan kata lain, terwujudnya
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kesinambungang waktu antara ijab dan kabul bukan menyangkut kesatuan
tempat, karena sekalipun tempatnya satu, tetapi apabila dilakukan dalam dua
waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan
ijab dan pelaksanaan kabul sudah tidak terwujud artinya tidak dinamakan ittihad
al-majlis. Hal ini sejalan dengan pengertian yang ditawarkan oleh As-Sayyid as-
Sabiq dalam kitab Figih as- Sunnah, juz Il halaman 147, menurutnya:
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Ittihadul majlis adalah kesatuan ijab dan kabul dengan artian
ijab dan kabul tersebut tidak dipisah dengan ucapan lain atau
dengan sesuatu yang menurut kebiasaan dianngap
menyimpang dan berpaling dari acara akad tersebut

Jadi, yang dimaksud dengan ittihadul majlis disini adalah tidak terputusnya
antara ijab dan kabul bukan menyangkut kesatuan tempat dengan kata lain
keterikatan antara ijab dan kabul pada saat akad. Dan kedua pengertian diatas

tersebut itu sejalan dengan pendapat fugaha’ dalam kitab al-Madkhal ila

Nazariyah al-1ltizam al-’Ammah fi al-figh al-Islamiy menurunya:
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Apabila kedua pelaku akad itu berada dalam satu tempat maka
masa akadnya berarti waktu sempurnanya dilakukan akad dan
tempat akadnya berarti tempat kedua pelaku akad dan apabila
keduanya berada didua tempat yang berbeda dan keduanya
melakukan akad dengan melalui tulisan atau dengan
perantara seorang utusan atau melalui telepon dan sesamanya
maka masa akadnya berarti masa berhasilnya kabul adapun
tempatnya berarti tempatnya orang yang mengucapkan kabul
selama tidak ada nas (keterangan) yang menyimpang
terhadap akad tersebut.

Artinya yang dimaksud dengan ittihad al-majlis (satu majlis) yaitu bahwa
jika kedua pelaku akad tersebut berada dalam satu tempat maka ittihad al-
majlisnya adalah kesatuan waktu dan tempat kedua pelaku akad. Tetapi jika
kedua pelaku akad tersebut berada didua tempat yang berbeda maka ittihad al-
majlisnya adaiah tempat tersampainya kabul. Tersampainya kabui bisa dengan
melalui tulisan, seorang utusan, telepon atau sesamanya. Pendapat ini sama sekali
tidak disinggung atau disebutkan secara kseluruhan dalam keputusan Bahsul
Masal PWNU Jawa Timur tersebut.

Disamping itu juga mengenai akad nikah melalui Cybernet, telephone atau
sesamanya, menurutnya tergolong kinayah. Akad jual beli dengan melalui
cybernet, telepone atau sesamanya adalah sah hukumnya sedangkan akad nikah
dengan melalui cybernet, telepone atau sesamanya adalah tidak sah karena
ucapan dalam akad nikah harus jelas sementara ucapan dengan melalui cybernet,

telepone atau sesamanya adalah tidak jelas (kinayah). Pendapat inilah yang

dijadikan produk hukum oleh Bahsul Masal PWNU Jawa Timur dalam
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memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui Cybernet, telephone atau
sesamanya.

Sementara dalam kitab fatawa al-Imam Abdul Halim Mahmud dijelaskan:
bahwa akad semacam itu hukumnya boleh (sah) dimana semua orang dapat
saling melihat setiap orang yang ada dilayar telepone, mudah didengar perkataan-
perkataanya, saling dapat tukar pikiran antara sebagian mereka dan yang lain
kemudian dikomentari yang sama oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
dalam kitab Masii’ah Fatawa Mu’asarah, Juz Il1, halamam: 113, menurutnya;
bahwa akad semacam itu hukumnya sah karena tujuan syarat-syarat dari nikah
sudah terpenuhi dan beliau juga mensyaratkan tidak ada unsur penipuan. Jadi,
hukum nikah melalui cybernet, telepon atau sesamanya adalah sah salama itu
meyakinkan bahwa suara atau gambar yang ada dilayar cybernet, telephone
tersebut adalah pelaku akad yang bersangkutan dan tidak ada unsur keserupaan
atau penipuan. Tetapi jika ada unsur keserupaan atau penipuan artinya tidak
meyakinkan karena tidak didukung syarat rukun nikah maka nikahnya tidak sah,
misalnya; tidak disertai para saksi, wali dan lainya. Dengan kata lain, akad nikah
melalui cybernet atau sesamanya adalah sah jika semua yang terlibat dalam acara
akad tersebut meyakininya dan adanya garinah (indikasi) yang mengarah pada
kedua mempelai akad sehingga ucapan ijab dan kabul darinya tidak dapat

digolongkan kinayah.
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Dan mengenai akad wakalah via telephone maksudnya akad wakalah
melalui cybernet, telepon atau sesamanya, menurut fugaha’ boleh dan sah bagi
siapa saja yang ingin menikah jarak jauh, untuk mewakilkan kepada orang yang
dipercaya Keputusan ini didasarkan pada kitab 4I-Gurarul Bahiyyah fi syarhil
Wardiyyah, juz 3, halaman 181, menurutnya: Sah akad nikah melalui wakalah,
baik wakalah itu dilakukan secara lansung atau bertatap muka (musyafahah),
tulisan atau melalui seorang utusan yang kemudian dirubah maenjadi akad
wakalah via telephone, cybernet atau sesamanya. Pendapat inilah yang dijadikan
produk hukum oleh Bahsul Masal PWNU Jawa Timur dalam memutuskan
sahnya akad nikah melalui cybernet atau sesamanya yang disiasati dengan akad
wakalah.

Dari uraian diatas, sudah dapat dipastikan bahwa metode istinbat hukum
yang dipakai oleh Bahsul Masal, PWNU Jawa Timur dalam memutuskan tidak
sahnya akad nikah melalui cybernet atau sesamanya adalah metode bermazhab
secara gaulyi (tektual), dalam hal ini bermazhab kepada Imam Syafi’i.

Menurut penulis, metode bermazhab dalam Islam telah diakui
kebenarannya, karena metode bermazhab tersebut tergolong metode ijtihad yang
menjadi sumber hukum Islam yang ketiga sesudah kitab Allah dan hadis Nabi.

Hal itu didasarkan padan firman Allah dan hadis Nabi:



73

o oS 58 Iy 320 el a Talf 127 sl g g

iy oL 25 o) JAIG D ) 55 s B

St sy S b 3

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka hendaklah kamu
kembalikannya kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnah);
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kiamat. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik bagi akibatnya."

Ayat ini menjelaskan, bahwa orang yang beriman diperintahkan taat
kepada Allah artinya mengikuti perintahnya yang terdapat dalam kitabnya (4/-
Quran), dan taat kepada Rasulnya artinya mengikuti perintahnya yang terdapat
dalam kitabnya (Sunnah) dan taat kepada ulil amri artinya mengikuti perintahnya
yang terdapat dalam kitabnya (kitab figih hasil ijtihad yang kemudian berbentuk
mazhab-mazhab).
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Bahwasannya ketika Rasulullah akan mengutus Mu’ad ke
Yaman beliau bertanya kepadanya: dengan apa kamu memutus
perkara Mu’ad? Lalu Mu’ad menjawab: dengan sesuatu yang
terdapat dalam kitab Allah. Kalau kamu tidak menemukannya
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dalam kitab Allah?, Tanya Nabi selanjutnya. Saya akan
memutuskan menurut hukum yang ada dalam sunnah Rasullah,

jawab Mu’ad lagi. Kalau tidak kamu jumpai dalam kitab Allah

maupun Rasulnya, beliau mengakhiri dialognya sambil
menepuk dada Mu’'ad seraya bersabda: “segala puji bagi

Allah yang memberikan petinjuk kepada utusannya ke jalan

yang diridai oleh Rasulullah.

Hadis diatas menunjukan, bahwa ijtihad dalam Islam temasuk sumber
hukum Islam yang ketiga setelah qur’an dan hadis Nabi. Kaitannya dengan
metode bermazhab yang dipakai oleh Bahsul Masal, PWNU Jawa Timur yang
menurut penulis adalah tergolong metode ijtihad, hanya saja ijtihad atau
mujtahidnya tergolong tingkatan mujtahid mazhab atau mujtahid mugayyad,
yaitu mujtahid yang masih terikat kepada Imam Mazhab dan tidak mau keluar
dari mazhabnya, dalam hal ini mazhab Syafi’i, baik dalam masalah #su/ maupun
furu’. seandainya ia melakukan ijtihad, ijtihadnya hanya terbatas pada masalah
yang ketentuan hukumnya tidak ada dalam Imam Mazhab yang dianutnya.

Sebenarnya bila kita amati secara lebih mendalam mengenai metode
bermazhab secara gauliy ini, maka kita akan menemukan disana terdapat
kelebihan dan kekurangan. Misalnya: kelebihan Metode ini adalah lebih praktis
dan dapat dilakukan oleh semua ulama’ NU yang telah mampu memahami
'ibarat (uraian) kitab-kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang baku karena
istinbat langsung dari sumber primer (al-Qur'an dan al-Hadits) yang cenderung

kepada pengertian ijtihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan

karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu
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penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Dan
misalnya: Kekurangan Metode ini banyak problem yang tidak ditemukan
jawabannya dalam khazanah literatur klasik, kalupun ditemukan seakan tidak
relevan lagi. Disamping itu, ketika sebuah perkara atau masalah sudah ditemukan
jawaban atau dasar hukumnya secara qauliy (teks) dalam kitab-kitab fikih
mazhab yang dianutnya maka jawaban atau dasar hukum secara gauliy yang
terdapat dalam kitab-kitab fikih yang berlainan mazhab dengannya tidak
diperlukan atau dikalahkan artinya jawaban dalam kitab-kitab mazhab yang
dianut dianggap cukup dan tidak butuh argumen lain. Dengan kata lain, ketika
pembenaran secara mangiil sudah ditemukan, maka argumentasi itu sudah
dianggap cukup dan tidak butuh argumen lain, pengukuran argumen secara
ma’qil (reasoning) kurang diindahkan, karena ma’qal harus ditundukkan oleh

mangqiil.
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B. Analisis terhadap Dasar-Dasar Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa

Timur

Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur dalam menentukan dasar-

dasar hukum suatu perkara tidak secara langsung mengambil dari kitab qur’an

maupun hadis, akan tetapi dasar-dasar hukum tersebut diambil dari kitab-kitab

fikih mazhab dari empat mazhab. Hal ini sejalan dengan metode bermazhab yang

dianutnya, yaitu bermazhab kepada salah satu mazhab. Dalam hal ini bermazhab

kepada Imam Syafi’i. Adapun kitab-kitab sumber dasar hukum yang terdapat

dalam Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur untuk memutuskan tidak

sahnya akad nikah melalui cybernet, antara lain:

1.

Kitab al-Fawaid al-Mukhtarah lisalik Tarig al-Akhirah al-Mustafadah,
karyanya Zain bin Ibrahim bin Samit

Kitab Hasyiyah al-Bujairami ‘Ala al-Khatib, karyanya Sulaiman bin
Muhammad al-Bujairami

Kitab Jawahir al- ‘Uqid, karyanya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin
Minhaji as-Suyuti,

Kitab Raudah at-Talibiin

Kitab al-Figh al-Islami,

Kitab al-Majmu’ Syarah Muhazab

kitab al-Gurarul Bahiyyah fi syarhil Wardiyyah

Kitab Hasyiyyatul Bujairami ‘alal Khatib
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Semua kitab-kitab diatas adalah kitab fikih yang menganut mazhab
Syafi’i yang dijadikan sumber dasar hukum dalam keputusannya tersebut
sehingga keputusannya lebih mengacu dan merujuk kepada mazhab Syafi’i.
Sementara dasar-dasar hukum fikih yang terdapat dalam Keputusan Bahsul
Masail PWNU Jawa Timur mengenai tidak sahnya akad nikah melalui
cybernet, antara lain:

a. Dari kitab al-Fawaid al-Mukhtarah lisalik Tartq al-Akhirah al-
Mustafadah Al-habib Zain bin Ibrahim bin Samit, halaman 246,

menurutnya:
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Telepone atau sebangsanya adalah tergolong kinayah
didalam akad, seperti akad jual beli, salam dan ijarah maka
akad yang demikian itu dihukumi sah. Adapun akad nikah
dengan melalui perantara telepone maka dihukumi tidak
sah karena didalam mengucapkan akad nikah disyaratkan
berupa ucapan yang jelas (lafaz sarih) sementara telepone
tergolong kinayah dan disyaratkan juga saksi melihat
‘agidain. Demikian itu tidak ditemukan apabila akadnya
dilakukan dengan perantara telepone atau yang searti
dengannya, misalnya Cybernet dan lain-lainnya.
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b. Dari kitab Jawahir al- ‘Uqgiid Syaik Syamsuddin Muhammad bin Ahmad
bin Minhaji as-Suyuti, halaman 78, Cetakan Darul fikri menurutnya;
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Menurut Imam Syafi’i ra. Akad nikah tidak akan sah kecuali
dengan berkumpulnya empat orang secara langsung, yaitu,
calon suami, istri, wali, dan dua saksi.

c. Dari kitab Raudah at-Talibitn, juz 5, halaman 391, menurutnya:
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Rukun nikah yang ketiga adalah adanya saksi, maka tidak
sah nikahnya kecuali dengan mendatangkan dua orang
saksi laki-laki yang berstatus muslim, mukallaf, merdeka,
bisa mendengar, melihat, sadar dan mengetahui lisannya
kedua orang yang diakadkan, menurut suatu pendapat sah
akad nikahnya dengan disaksikan dua orang buta,
sementara Abu al-Hasan al-'Ubadi ra. Menghukumi sah
nikahnya dengan disaksikan orang yang tidak mengetahui
lisan kedua orang yang diakad, karena beliau menukil
pendapatnya al-Hakim. Adapun orang yang lalai atau
pelupa tidak dapat dipegang kesaksiannya karena
menyebabkan tidak sah akadnya...
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d. Dari kitab Al-Majmu’ Syarah Muhazab, juz 17, halaman 332,

menurutnya:
2 03 o Pl . i
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“setiap nikah yang tidak dihadiri secara langsung oleh empat

orang maka status nikahnya adalah zina, keempat orang
tersebut, yaitu; peminang, wali, dan kedua saksi.

e. Dari kitab Al-Gurarul Bahiyyah fi syarhil Wardiyyah, juz 3, halaman

181, menurutnya:
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Akad nikah tidak sah kecuali dengan ijab dari muwakkil (yang
mewakilkan) misalnya “demikian saya mewakilkan padamu
atau “demikian saya menyerahkan padamu” atau “saya
menjadikan kamu sebagai penggantiku” atau menggunakan
kata- kata yang sama dangannya. Misalnya kata jual beli dan
memerdekakan, baik ijab itu secara lansung (lisan), tulisanya
atau melalui seorang utusan. Adapun kabulnya secara lafaz
tidak disyaratkan...

f. Dari kitab Hasyiyyatul Bujairami ‘alal Khatib, Asy- Syaikh Sulaiman

bin Muhammad al- Bujairami, juz 3, halaman 137, menurutnya:
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Adapun wakil tidak disyaratkan kabulnya berupa lafaz atau
sesamanya karena menyamakan tawkil dengan ibahah.
Dalam kabul disana tidak syaratkan cepat-cepat dan satu
majlis.

Adapun pembicaraan yang terkandung dalam teks dasar-dasar

Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur mengenai tidak sahnya akad

nikah melalui cybernet, antara lain, membicarakan masalah:

1)

2)

Kedudukan saksi, wali dan pengantin laki-laki pada saat ijab gabul,
mkasudnya: Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur
mengharuskan saksi, wali dan pengantin laki-laki hadir dalam satu
majlis sehingga mereka dapat melihat, mendengar bahasa ‘agidain
(Mu'ayanah was-sima’) secara langsung pada saat ijab kabul atau
mengharuskan mereka berada dalam satu majelis atau bertatap muka dan
melihat mimik bibir penghulu serta pengantin saat "ijab kabul”. Hal ini,
tidak ditemukan dalam akad nikah melalui cybernet, yaitu saksi tidak
secara langsung melihat dan mendengar bahasa ‘aqidain (tidak
Mu'ayanah was-sima’) atau mereka tidak dapat bertatap muka dan
melihat mimik bibir penghulu serta pengantin secara langsung saat "ijab
kabul”.

Ittihad al-Majlis, maksudnya: Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa
Timur mengharuskan saksi, wali dan pengantin laki-laki hadir dalam
satu majlis, sementara akad nikah jarak jauh melalui rekayasa perangkat

cybernet atau semacamnya tidak sesuai dengan pengertian (batasan)
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ittihad al-majlis (satu majlis). Karena yang dimaksud dengan ittihad al-

majlis (satu majlis) adalah kesatuan tempat dan waktu.

3) Akad nikah melalui cybernet, maksudnya; Bahsul Masail PWNU Jawa
Timur memutuskan akad nikah melalui cybernet atau sesamanya
tergolong kinayah, padahal akad nikah tidak bisa dengan kinayah
kecuali akad nikah melalui cybernet atau telephone tersebut berupa akad
wakalah maka Bahsul Masail PWNU Jawa Timur memutuskan akad
nikahnya sah.

4) Akad wakalah via telephone, maksudnya Bahsul Masail PWNU Jawa
Timur memutuskan boleh akad wakalah melalui cybernet atau
sesamanya bagi siapa saja yang ingin menikah jarak jauh, untuk
mewakilkan kepada orang yang dipercaya. Seandainya dia sebagai
perempuan yang bekerja di luar negeri, maka cukup walinya sebagai
wakil darinya untuk menikahkan dengan lelaki yang diinginkannya, dan
harus ada dua saksi yang hadir.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumua dasar-dasar hukum
yang dipakai oleh Bahsul Masail PWNU Jawa Timur dalam memutuskan
tidak sahnya akad nikah melalui cybernet, telephone atau sesamanya adalah
bersumber dari kitab-kitab fikih bermazhab Syafi’i secara gauliy artinya
sumua teks-teks dasar hukum tersebut mengacu dan merujuk kepada mazhab
Syafi’i. Dasar-dasar hukum fikih tersebut adalah besumber dari produk ijtihad

para mujtahid tedahulu yaitu mujtahid mazhab Syafi’i yang menjadi sumber
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hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur’an dan Al-hadis: Hal ini sejalan
dengan perkataan Nabi kepada Mu’ad pada saat diutus ke Yaman, yaitu:
dengan apa kamu memutuskan perkara? Ia menjawab: dengan keputusan yang
ada dalam al-Qur’an. Bila dalam al-Qur’an tidak ditemukan? Ia menjawab:
dengan keputusan yang ada dalam Al-hadis. Bila dalam al-Qur’an dan Al-
hadis tidak ditemukan? la menjawab: saya melakukan ijtihad yaitu
mengerahkan kesanggupan dan kemampuan pikiranku.

Jadi, dasar-dasar hukum yang ada dalam keputusan tersebut adalah
produk pemikiran/ pemahaman mujtahid terdahulu terhadap hukum Islam.
Dimana produk hukum diantara mereka berbeda-beda. Semua itu terjadi,
karena tidak lepas dari rialita yang dihadapinya serta keilmuan yang
dimilikinya itu berbeda-beda pula. Kemudian memunculkan produk-produk
hukum yang berbeda, yang berakibat terbentuknya mazhab-mazhab.
Masialnya; mazhab Imam Syafi’i, mazhab Abu Hanifah dan lainnya.

Terkait dengan dasar Keputusa Bahsul Masail PWNU Jawa Timur yang
bermazhab syafi’i maka secara otomatis sumua amal perbuatan, perkataan
dan ketetapannya lebih bercorak mazhab Syafi’i. Untuk lebih jelasnya, kami
akan memenguraikan beberapa masalah sekalipun diatas sudah dijelaskan,
antara lain:

Pertama berkaitan dengan sumber dan dasar hukumnya, dalam

Keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur, hanya mencantumkan sumber
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dan dasar hukum dari mazhab Syafi’i (pendapat Syafi’i) terutama yang
berkaiatan dengan masalah ini. Dan tidak mencantumkan sumber dan dasar
hukum yang bersumber dari mazhab yang lain misalnya mazhab Hanafi dan
lainnya. Hal ini menunjukkan kekonsistennnya dalam bermazhab kepada
salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab
secara qauli. Tanpa menyebutkan sumber dasar hukum yang bermazhab lain
maka kita tidak dapat mengatakan itu pendapat yang utama dan itu pendapat
yang tidak utama. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beramal
tidak hanya bermazhab kepada mazhab tertentu, baik dalam masalah Ibadah
maupun Mua’amalah.

Jadi, menurut penulis, sumber maupun dasar hukum' yang dijadikan
acuan dalam keputusan Bahsul Masaili tersebut kurang lengkap karena tidak
dilengkapi dengan pendapat atau dasar hukum lain selain pendapat atau dasar
hukum yang setuju atau sejalan dengannya, misalnya dalam keputusanya dan
dasar-dasar hukum yang dipakainya semua mengacu kepada mazhab Imam
Syafi’i sementara dasar-dasar hukum yang mengacu kepada mazhab Imam
Hanafi dan lainnya tidak diungkapkan secara lengkap, termasuk dasar-dasar
hukum/pendapat yang sejalan dengan mazhab tersebut atau yang tidak sejalan
dengan keputusan Bahsul Masaili tersebut misalnya dasar-dasar
hukum/pendapat yang dipakai oleh Syaikh Adil al-Damari, Syaikh
Muhammad an-Najimi, keduanya anggota Dewan Fikih Islam (Majma’ al-

Figh al-Islami) Saudi Saudi, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, al-
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Imam Abdul Halim Mahmud, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan
pendapatnya Satria Effendi M. Zein tentang akad nikah melalui telephone
yang terdapat dalam bukunya berjudul “Problematika Hukum Keluarga Islam
Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyyah. Hal ini
dilakukan, supaya hasil keputusan Bahsul Masaili tersebut dapat menjelaskan
secara lengkap mengenai sah dan tidaknya akad nikah melalui cybernet,
telephone atau sesamanya beserta dasar hukumnya, baik yang sejalan maupun
yang tidak sejalan dengan keputusan Bahsul Masaili tersebut. Dari sana, para
peserta yang terlibat dalam Bahsul Masaili dapat menentukan pendapatnya
beserta dasar hukumnya dari sekian banyak pendapat termasuk kelayakannya
dan kesesuainnya dengan perkembangan zaman. Kerena hukum sewaktu-
waktu bisa berubah sesuai dengan perubahan keadaan kondisi, adat, tempat
zaman dan niat yang dialami oleh seseorang yang terpenting tidak lepas dari

maqasidusy Syari’ah.
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“Perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman, tempat,
situasi (keadaan), adat dan niat”."

% Suyuthi Pulungan, Fikih Sivasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta, PT. Raja rafindo,Persada,
Cetakan III, 1997), 36
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Perubahan masa, tempat, keadaan, adat dan niat inilah yang memicu
adanya sebuah perbedaan dan perdebatan dikalangan figaha’ sehingga
menghasilkan produk hukum yang berbeda.

Dan kedua berkaitan dengan pemahaman terhadap dasar hukumnya,
menurut peneliti, pemahaman peserta Bahsul Masail PWNU Jawa Timur
terhadap dasar-dasar hukum yang telah dibuatnya lebih mengarah kepada
pamahaman tektual sehingga tidak heran kalau kemudian Bahsul Masail
PWNU Jawa Timur memahami pendapat mazhad Syafi’i dan hadis Nabi,
yaitu; bahwa yang dimaksud dengan berkumpul dan hadirnya empat orang;
calon suami, istri, wali, dan dua saksi adalah berkumpul dalam satu tempat
yang disebut dengaan iitihad al-Majiis (satu majlis). Inilah bunyi pendapat

dan hadisnya:

Y- o w7 s 0 e o *, - P s 0 :/a -
S99 €55 ¢ gl W & B () S,sff‘f”‘*’-f:“’i‘%j‘-'y

Menurut mazhab Imam Syafi'i ra. Akad nikah tidak akan sah
kecuali dengan berkumpulnya empat, yaitu, calon suami, istri,
wali, dan dua saksi.
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Dari Nabi Saw bersabda: setiap nikah yang tidak dihadiri

oleh empat orang maka status nikanya adalah zina, keempat

orang tersebut, yaitu; peminang, wali, dan kedua saks

Sementara menurut penulis, bahwa yang dimaksud dengan berkumpul
dan hadir empat orang tersebut adalah dapat juga dartikan dengan keterlibatan
empat orang pada saat akad untuk membuktikan keduanya sedang melakukan
akad nikah, baik itu dilakukan dengan sendirinya secara langsung atau secara
tidak langsung yaitu dengan melalui kirim surat, seorang utusan atau dengan
melalui cybernet, telephone atau sesamanya. Hal ini sesuai dengang
keterangan yang ada dalam kitab fatawa al-Imam Abdul Halim Mahmud,
beliu berpendapat bahwa akad nikah melalui telephone mar'iy atau cybernet
adalah sah, dengan catatan; syarat dan rukun akad nikahnya menurut mazhab
Syafi’i sudah terpenuhi yaitu adanya calon suami, istri, wali, kedua saksi dan
sigat yang menunjukkan adanya saling menyukai dan disyaratkaan kedua
saksi dapat melihat adanya akad nikah termasuk syarat yang lain. Tetapi bila
kedua mempelai tidak dapat hadir dalam satu tempat/majlis maka hal itu dapat
direkayasa dengan perangkat sambungan seperti felephone mar’iy atau
cybernet. Sedangkan pemahaman seperti ini yaitu secara konteks kurang
mendapatkan perhatian sehingga pemahaman mereka lebih mengarah kapada
norma-norma baku yang telah dikodifikasikan dalam kitab-kitab terutama
mazhab empat yang sebagian pendapatnya sudah tudak releven lagi bahkan

sudah tidak sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode Istinbat hukum yang dipakai oleh Bahsul Masal, PWNU Jawa Timur
dalam memutuskan tidak sahnya akad nikah melalui cybernet atau sesamanya
adalah metode bermazhab secara gauliy (tektual), yaitu mengikuti pendapat-
pendapat yang sudah jadi atau ada dalam lingkup empat mazhab. Dalam hal
ini bermazhab kepada Imam Syafi’i.

2. Dasar-dasar hukum yang - dipakai- oleh  Baksul -Masgil, PWNU - dalam
memutuskan tidak sah akad nikah melalui cybernet atau sesamanya adalah
bersunber dari kitab-kitab fikih yang bermazhab kepada Imam Syafi’i
sehingga secara otomatis sumua amal perbuatan, perkataan dan ketetapannya
lebih bercorak mazhab Syafi’i. Sementara dasar-dasar hukum yang bersumber
dari kitab-kitab fikih bermazhab lain, misalnya mazhab Imam Abu Hanifah
tidak disebutkan, dimana mazhab ini mengakui keesahan akad nikah melalui

cybernet atau sesamanya tanpa disiasati dengan akad wakalah.

87



88

B. Saran

1.

Bagi siapa saja yang ingin menikahi seorang perempuan, sedangkan dia dan
perempuan itu berada didua tempat yang berbeda, yang berjauhan dan salah
satunya atau keduanya tidak dapat hadir dalam satu tempat maka sebaiknya
akad keduanya dapat dilakukan dengan model mazhab Syafi’i yaitu akad
nikah melalui cybernet yang disiasati dengan akad wakalah. Bila ternyata
masih kesulitan maka akad keduanya dapat dilakukan dengan model mazhab
Abu Hanifah yaitu akad nikah melalui cybernet tanpa disiasati dengan akad
wakalah, disertai dengan bukti-bukti dari instansi resmi terkait, supaya tidak
disalahgunakan.

Pemerintah dan para hukum terutama yang berada di instansi pemerintah yang
dianggap menjadi panutan bagi lapisan masyarakat hendaknya membuat
aturan yang jelas dan memadai terutama yang berkaitan dengan akad nikah
jarak jauh melalui cyberner, telephone atau sesamanya misalnya aturan yang
membuktikan bahwa kedua mempelai sedang melakukan akad nikah sehingga
tidak ada unsur penipuan. Dengan demikian semua permasalahan yang
dialami oleh masyarakat dapat diatasi dengan benar dan kepastian hukum
dapat terealisasikan dengan baik tanpa ada kontaminasi dari pihak manapun
yang menyebabkan bingungnya masyarakat dan tidak adanya kepastian

hukum.
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